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ABSTRAK 

 
PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN 

MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 

TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
(Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt) 

Nindya Irma 

M. Harry Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.

Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H. 

Era perdagangan dewasa ini menjadikan merek sebagai pembeda antara satu jenis barang atau 
produk dengan lainnya, sehingga perlu dilakukan pendaftaran atas sebuah merek. Setelah didaftarkan, 

maka sebuah merek baru memilikiperlindukan hukum atasnya. Pentingnya pendaftaran merek 

mengingat merek mempunyai nilai ekonomis, sehingga adanya perbuatan pihak lain yang 
menggunakan merek yang sama memiliki persamaan pada pokoknya. Putusan nomor 

204/pid.sus/2021/PT.DKI Jkt dalam penelitian ini adalah putusan pelanggaran atas merek terdaftar 

dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menjual produk yang memiliki persamaan pada 

pokoknya. 
Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi (case approach) dan 

pendekatan undang-undang (statue approach). Metode analisis kualitatif digunakan untuk mengolah 

dan menganalisa data hasil penelitian dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan 
metode deduktif melalui kerangka normatif. 

Hasil penelitian menunjukkan: undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan 

indikasi geografis mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap kejahatan merek.. Analisis hukum 
putusan majelis hakim yang memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah 

bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran merek, yatu dengan tanpa hak menggunakan merek 

terdaftar milik pihak lain umtuk barana sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan dalam putusan 

nomor 204/pid.sus/2021/PT. DKI Jkt adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan pasal 183 
KUHAP dan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dan ketentuan Pasal 100 ayat (2) undang-undang nomor 20 

tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. 

Saran yang dapat diberikan antara lain: seharusnya tindak pidana pelanggaran merek terdaftar 
berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi gerografis, hendaknya 

lebih menerapkan unsur persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya sebagai 

indikator penning dalam pemeriksaan prekära dan penjatuhan putusan atas suatu tindak pidana 

pelanggaran merek Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan nomor 
204/ pid.sus/2021/PT. DKI Jkt hendaknya tidak jauh dari apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, 

agar memberikan keadilan bagi pemilik merek merek terdaftar dan agar pelanggaran-pelanggaran 

serupa tidak terjadi di kemudian Hari.  

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelanggaran Merek, Tindak pidana, Merek  

          Terdaftar 

 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan 

Panca Budi, Medan. 
 Dosen Pembimbing I, Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas 

Pembangunan Panca Budi, Medan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang 

bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio 

manusia yang menalar.1 Itu pada satu sisi, di sisi lain adapula hasil kerja 

emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa 

perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya 

yang disebut karya intelektual. 

Kelahiran Hak Cipta diawali dari sebuah idea atau gagasan. Gagasan muncul 

dari kreatifitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan emosional yang dimiliki oleh manusia. Dua kecerdasan tersebut 

melahirkan karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Karya 

dalam bentuk ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan itu dapat 

diwujudkan dalam bentuk nyata yang dilindungi sebagai hak kekayaan berupa 

benda berwujud (benda materiil), sedangkan gagasan atau ide yang 

melatarbelakangi kelahiran benda berwujud itu dilindungi sebagai kekayaan 

intelektual. Bukan bendanya yang dilindungi, tetapi idea atau gagasannya.2 

                                                        
1 O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) cet. 

VIII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 9. 
2 Ibid., hlm. 227. 
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Bidang-bidang yang termasuk dalam cakupan HKI di Indonesia tidak 

semuanya diatur dalam UU tersendiri, ada yang pengaturannya digabungkan 

dalam satu undang-undang.3 Tetapi saat ini sudah terdapat perangkat UU HKI 

tersendiri di Indonesia, yakni:4 

1. Hak Cipta, diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014; 

2. Paten, diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016; 

3. Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016; 

4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman, diatur dalam UU No. 29 Tahun 

2000; 

5. Rahasia Dagang, diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000; 

6. Desain Industri, diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000; dan 

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000. 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis (selanjutnya dalam proposal ini akan disebut UU Merek), 

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, 

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 

3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur 

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang 

atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 

                                                        
3Ibid., hlm. 35 
4 Ibid., hlm. 36. 
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Menurut l UU Merekl ada 3l (ltiga) jenisl merek berdasarkanl Pasal 1l huruf lb, 

hurufl lc, danl huruf ld, lyaitu:5 

a. “Merekl Dagang adalahl merek yangl digunakan padal barang yangl 

diperdagangkan olehl seseorang ataul beberapa orang l secara lbersama-

samal atau badanl hukum untukl membedakan denganl lbarang-barangl 

sejenis llainnya.” 

b. “Merekl Jasa adalahl merek yangl digunakan padal jasa yang l 

diperdagangkan olehl seseorang ataul beberapa orang l secara lbersama-

samal atau badanl hukum untukl membedakan denganl jasa sejenisl 

llainnya.” 

c. “Merekl Kolektif adalahl merek yang l digunakan padal barang ldan/ataul 

jasa denganl karakteristik yangl sama mengenail lsifat, ciril lumum, danl 

mutu barang l atau jasal serta pengawasannya l yang akanl 

diperdagangkan olehl beberapa orangl atau badanl hukum secaral 

bersama-samal untuk membedakanl dengan barangl ldan/ataul jasa 

sejenisl llainnya. 

Menurut pengertian diatas dapat dikatakan bahwa merek memiliki nilai 

ekonomis bagi produsen. Bagil lprodusen, merekl selain untukl membedakan 

produknyal dengan produkl perusahaan lsejenis, jugal dimaksudkan untukl 

                                                        
5 Pasal 1 huruf a-c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
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membangun citral perusahaan khususnyal dalam lpemasaran. Bagil lkonsumen, 

merekl selain mempermudahl pengidentifikasian jugal menjadi simboll harga ldiri. 

Era perdagangan dewasa ini merekl menjadi pembedal antara satul jenis barangl 

atau produkl yang satul dengan llainnya, sehinggal sebagai penandal dilakukanlah 

pendaftaranl atas merekl ltersebut.6 Adal 2l (ldua) caral pengajuan permohonanl 

pendaftaran lmerek, yaitul dengan caral biasa yangl dilakukan karena l merek yangl 

dimohonkan pendaftarannyal belum pernahl didaftarkan sama l lsekali, danl 

permohonan pendaftaranl dengan hakl prioritas karena l merek yangl akan 

didaftarkanl di Indonesia l sudah pernahl didaftarkan dil negara llain.7  

Perlindunganl akan merekl sangat pentingl dalam eral perdagangan bebasl saat 

llini. Denganl terbukanya eral perdagangan lbebas, membuat l merek tertentul 

beredar ldimana-mana, bahkanl dapat menjangkaul seluruh pelosokl di ldunia. 

Didaftarkannyal suatu merekl secara yuridisl mengakibatkan pemilik l merek 

memperolehl perlindungan hukuml atas merekl yang didaftarkanl ltersebut. 

Perlindunganl hukum dimaksud l meletakkan hakl kepemilikan sahl kepada pihakl 

yang mendaftarkanl merek padal Dirjen lHKI, artinya l negara memberika ln hak 

eksklusif kepadal pemilik merek l terdaftar untukl jangka waktul tertentu denganl 

menggunakan sendiril merek tersebut l atau memberikanl izin kepadal pihak lainl 

untuk lmenggunakannya. 

                                                        
6 Ely Yusnita, “Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Merek 

yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012), USU Jurnal 

Law, Vol. 1, 2017, hlm. 1. 
7 Miftahul Haq, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran 

Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Pada 

Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)”, USU Jurnal Law, 2007, hlm. 19. 
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Indonesial telah meratifikasil Agreement Establishingl The Worldl Trade Centrel 

Organization ataul Persetujuan Pembentukanl Organisasi Perdaganganl Dunia 

(lWTO) menjadil lUndang-Undang l Nomor 7l Tahun 1994l Tentang Pengesahanl 

Agreement Establishingl The Worldl Trade Centrel Organization l (Persetujuanl 

Pembentukan Organisasil Perdagangan lDunia), yangl mana otomatisl segala isil 

didalamnya termasukl lampiran mengenail Trade Relatedl Aspects of l Intellectual 

Propertyl Rightsl (lTRIPs) danl lampiran-lampirannyal telah disesuaikanl kedalam 

peraturanl lnasional.8 Berdasarkanl salah satul isi perjanjianl ldidalamnya, makal hak 

merekl terdaftar memilikil hak eksklusifl untuk melarangl pihak ketigal tanpa seizinl 

dan sepengetahuanl pemilik merek l terdaftar tersebut l untuk memakail merek yangl 

sama untukl barang danl atau jasal yang telahl didaftarkan terlebihl ldahulu.9 

Perbuatanl pihak lainl (pihakl lketiga) yangl menggunakan merekl yang samal 

pada keseluruhannyal atau padal pokoknya denganl merek terdaftarl milik pihakl 

lain untukl barang ldan/ataul jasa sejenisl yang diproduksil dan/ataul 

ldiperdagangkan, menurut l Pasal 100l ayat l (l1) lUndang-Undang l Nomor 20l Tahun 

2016l Tentang Merek l dan Indikasil Geografis adalahl perbuatan yang l dilarang danl 

termasuk jenisl lpelanggaran. 

                                                        
8 Fajar Nurcahya Dwi Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek 

Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, Jurnal Mimbar Keadilan Edisi Januari – Juni 2014, 2014, 

hlm. 97. 
9 Sudargo Gautama, Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-

Undang Merek RI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 19.  
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Tindakl pidana atasl merek dapat l dilihat secaral eksplisit dalaml Pasal 100 l ayat 

1l dan ayat l 2 UUl lMerek, yangl lberbunyi:10 

(1) “Setiap l orang yang l dengan tanpal hak menggunakanl merek yang l sama 

padal keseluruhannya denganl merek terdaftarl milik pihak l lain untukl 

barang ldan/ataul jasa sejenisl yang diproduksil atau ldiperdagangkan, 

dipidanal dengan pidana l penjara paling l lama 5l (llima) tahunl dan/ataul 

pidana denda l paling banyakl Rp. l2.000.000.000,00l (dual miliar lrupiah).” 

(2) “Setiap l orang yangl dengan tanpal hak menggunakanl merek yangl 

mempunyai persamaanl pada pokoknyal dengan merek l terdaftar milikl 

pihak lainl untuk barang l dan/ataul jasa sejenisl yang diproduksil dan ataul 

ldiperdagangkan, dipidanal dengan pidanal penjara palingl lama 4l (lempat) 

tahunl ldan/ataul denda palingl banyak llRp. l2.000.000.000,00l (dual miliar 

lrupiah).” 

 

Ketentuanl pidana hanya l mengenall jenis perbuatanl pelanggaran merekl dan 

tidakl mengenal kejahatanl lmerek. Sebagaimanal dalam Pasall 103 UUl Merek 

denganl jelas ditentukanl bahwa tindak l pidana sebagaimanal dimaksud dalaml 

Pasal l100, Pasall l101, danl Pasal 102l merupakan delikl laduan, yaitu l delik yang l 

hanya bisal diproses apabila l ada pengaduanl atau laporanl dari orang l yang 

menjadil korban tindak l lpidana. 

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menegaskan, pelaku l dari delik l aduan hanyal 

dapat dituntut l karena adanyal laduan. Berbeda l dengan delikl lbiasa, seperti tindak 

pidana pencurian atau delik l ljabatan, danl llain-lain. Dalaml delik biasal pelakunya 

dituntut l oleh petugasl tanpa harusl menunggu aduanl dari pihakl ltertentu, dengan 

                                                        
10 Pasal 100 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
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perkataan lain tidak perlu ada l aduan langsung l laparat Kepolisianl melakukan 

penyelidikanl dan lpenyidikan.11 

Hukum Pidana sendiri dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) menyebutkan ancaman pidana untuk tindak pidana atas merek yang 

berbunyi: 

“Diancaml dengan pidanal penjara paling l lama 3l (ltiga) ltahun:  

(1) Barangl siapa membubuhil merek lainl yang daripadal tersebut dalaml Pasal 

254l dan l255, yang l menurut ketentuanl lUndang-Undang l harus ataul boleh 

dibubuhil pada barangl atau bungkusnyal secara palsul pada barang l atau 

bungkusl ltersebut, denganl maksud untukl memakai ataul menyuruh orangl 

lain memakail barang itul lseolah-olahl mereknya aslil dan tidakl lpalsu; 

(2) Barangl siapa yang l dengan maksudl yang samal membubuhi merekl pada 

barangl atau bungkusnya l dengan memakail cap yangl asli secaral melawan 

lhukum; 

(3) Barangl siapa memakail merek yang l asli untukl barang ataul lbungkusnya, 

padahall merek itul bukan barangl atau bungkusnya l litu, denganl maksud 

untukl memakai ataul menyuruh orangl lain memakail barang itul lseolah-

olahl merek tersebut l ditentukan untukl barang litu.” 

 

Salahl satu tujuanl dari hukuml acara pidanal adalah untukl mendapatkan ataul 

setidak-tidaknyal mendekati kebenaranl materiil dalaml suatu perkaral lpidana. 

lArtinya, kebenaranl yang lselengkap-lengkapnyal dan lsebenar-benarnyal dari 

suatul perkara pidana l yang didapatkanl dengan menerapkanl ketentuan hukuml 

acara pidanal secara tepat l dan jujurl dalam mencaril siapakah yangl dapat 

didakwakanl atas suatul pelanggaran hukuml dan selanjutnyal meminta 

pemeriksaanl dan putusanl pengadilan untukl menentukan apakahl terbukti bahwal 

                                                        
11 EY. Kanter dan SR. Sianturi,Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 

Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 241. 



8 

 

 

seseorang telahl melakukan suatul tindak pidanal dan apakahl yang didakwakanl itu 

dapat l ldipersalahkan.12 

Adanya upaya pembuktian adalah salah satu unsur dalam proses penyelesaian 

suatu tindak pidana di bidang merek. Alinea ke-4 Pasal 183 KUHP menyebutkan 

bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia telah memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang 

bersalah melakukannya. Pasal ini kemudian menjadi salah satu pedoman bagi 

Hakim dalam menentukan keyakinannya dalam menentukan apakah Terdakwa 

dapat dihukum atau tidak dan dalam menentukan fungsi dari alat-alat bukti yang 

menjadi dasar keyakinan Hakim.13 

Adapun beberapa contoh kasus tindak pidana atas merek yang pernah terjadi 

di Indonesia antara lain sebagai berikut:14 

1. Putusan Nomor 1778/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 4 April 2012, 

Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama 

pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk 

barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan 

atas merek CRESSIDA. Terdakwa dihukum pidana penjara selama 5 

(lima) bulan dan denda sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 

                                                        
12 Mochamad Kemas Heryawan, ”Upaya Pembuktian Penuntut Umum Terhadap 

Perdagangan Merek Palsu “CARDINAL””, Jurnal Verstek Vol.7 No. 2, hlm. 137. 
13 Ibid. 
14 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/, diakses pada tanggal 31 Juli 2023, pukul 19.15 

WIB. 
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apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) bulan; 

2. Putusan Nomor 118/Pid.B/2013/PN Mlg tanggal 27 Mei 2913, atas tindak 

pidana pemalsuan merek dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan 

merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik 

pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau 

diperdagangkan atas merek Bagus Kapur Ajaib. Terdakwa dihukum 

pidana penjara 1 (satu) tahun 6l (lenam) bulanl dan dendal lRp. 

l5.000.000,00l (limal juta lrupiah) denganl ketentuan apabila l denda tersebut l 

tidak ldibayar, digantil dengan pidanal kurungan selama l 6l (lenam) lbulan; 

3. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Btl tanggal 25 Mei 2016, mengenai 

pemalsuan merekl dengan sengaja l dan tanpal hak menggunakanl merek 

yangl sama padal lkeseluruhannya denganl merek terdaftarl milik pihakl lain 

untukl barang danl atau jasal sejenis yang l diproduksi danl atau 

diperdagangkanl atas kapurl ajaib merekl lBAGUS. Terdakwal dihukum 

pidanal denda sebesarl lRp. l10.000.000,00l (sepuluhl juta lrupiah) denganl 

ketentuan jikal denda tidakl dibayar harusl diganti denganl pidana kurunganl 

selama 3l (ltiga) lbulan; 

4. Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sgn taanggal 8 Agustus 2017, 

mengenai pemalsuan merek denganl sengaja danl tanpa hakl menggunakan 

merekl yang samal pada keseluruhannya l dengan merekl terdaftar milikl 
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pihak lainl untuk barang l dan ataul jasa sejenisl yang diproduksil dan ataul 

diperdagangkanl atas kertas pembungkus makanan merek “KING” 

menjadi merek WP’. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 

4(empat) bulan; 

Adanya kasus pemalsuan merek menunjukkan belum kuatnya hukum pidana 

dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif, sehingga 

pemalsuan merek terus bermunculan. Salalh satu contohl kasus pemalsuanl merek 

yangl akan diangkat l dalam penelitianl ini adalahl berdasarkanl 

204/Pid.Sus/2021/PT. DKI JKT atas sengketa pemalsuaan, memperbanyak, dan 

memperdagangkan merek  Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus, dan 

Gillette Goal yang tidak sesuai dengan Merek terdaftar milik pihak lain, yaitu 

The Gillette Company LLC. 

Terdakwa TIA KAUW alias TINO telahl terbukti secaral sah danl meyakinkan 

bersalahl melakukan tindakanl pidanal “Tanpal Hak menggunakanl Merek yang l 

sama padal keseluruhannya denganl Merek terdaftarl milik pihak l lain untukl 

barang sejenisl yang diproduksil ldan/ataul ldiperdagangkan” sebagaimanal diatur 

dalaml Pasal 100 l ayat l (l2) UUl lNo. 20l Tahun 2016l Tentang Merekl dan Indikasil 

lGeografis. 

Pasal yang dilanggar: Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi: 

“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai 

persamaan apda pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk 
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barang dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah).” 

 

Terdakwa menjual pisau cukur dengan menggunakan merk Gillette Go Blue II 

Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang ditemukan dari hasil 

penggeledahan ditemukan barang bukti pisau cukur/alat cukur dengan 

menggunakan Merek Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette 

GOAL yang tidak dilengkapi ijin/persetujuan dari pemilik Merk GillettGo Blue 

II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang sah terdaftar pada Ditjen 

HKI Kemenkum dan HAM RI atas nama GILLETTE COMPANY LLC. Secara 

sekilas barang tersebut tampak persamaan. Terdakwa telah menjual pisau cukur 

palsu tersebut sejak tahun 2017 mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 

51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) karena terdakwa menjual barang 

tersebut dengan harga yang jauh dengan harga asli Merek Gillette. 

Terdakwa memperdagangkan dengan menggunakan merk GillettGo Blue II 

Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang mempunyai persamaan 

dengan merek terdaftar milik pihak lain dan tanda yang mempunyai persamaan 

dengan indikasi Geografis milik pihak lain dengan tanpa ijin Lisensi (pemegang 

Merek) dengan Merek terdaftar atau milik pihak lain yakni The Gillette 

Company. Perbuatan terdakwa ini menimbulkan kerugian secara materiil dan 

immateril pemegang Merek yakni THE GILLETTE COMPANY LLC. 
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Bahwa Perbuatan terdakwa TIA KAUW Alias TINO adalah merupakan 

Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102 Undang-

undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi Bahwa 

semua unsur dakwaan, yaitu “dengan sengaja, tanpa hak, dan menggunakan 

Merek yang sama” telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah l terbukti secara l sah 

danl meyakinkan bersalahl melakukan tindak l pidana tanpal hak menggunakanl 

Merek yang l mempunyai persamaanl pada pokoknyal dengan Merekl terdaftar 

milikl pihak lainl untuk barang l sejenis yangl diproduksi danl ldiperdagangkan. 

Perbuatanl Terdakwa sebagaimanal diatur danl diancam pidanal dalam Pasall 100 

ayat l (l2) UUl lNo. 20l Tahun 2016l Tentang Merek l dan Indikasil lGeografis. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat tindak pidana atas merek 

terdaftar, baik tindakan meniru atau memalsukan, dengan tanpa hak dengan 

tujuan mendapatkan keuntungan pribadi tentu akan mengacaukan perekonomian 

dan merugikan pihak lain, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap 

merek tersebut. Perbuatan tindak pidana atas merek akan terus terjadi jika 

penegakan hukum pidana atas tindak pidana merek kurang memberikan 

perlindungan hukum terhadap pihak pemilik merek terdaftar, disamping 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku pemalsuan merek jauh dari apa tuntutan 

Undang-undang. Untuk itu diperlukan adanya kepastian dan penegakan hukum 

pidana itu sendiri, selain untuk memberikan efek jera sehingga tindakan 
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pemalsuan merek tidak terus bermunculan akibat belum tercapainya 

perlindungan hukum pidana secara preventif dan represif. 

 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun permasalahan 

yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah aturan hukum pidana terhadap pemalsuan Merek terdaftar 

berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan Merek 

terdaftar berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis? 

3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dan kendala dalam memutus 

tindak pidana pemalsuan Merek terdaftar dalam Putusan No. 

204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun yang 

menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap 

pemalsuan Merek terdaftar berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis 
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2. Untuk dan mengetahui dan menganalisis bagaimanakah 

pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan penggunaan Merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak 

lain berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pertimbangan hukum 

hakim dalam memutus Putusan No. 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI. 

 

D. Manfaat Penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Akademis. 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains serta 

dapat menambah referensi kepustakaan di lingkungan Universitas 

Pembangunan Panca Budi Medan. 

2. Manfaat Teoritis. 

Secara teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya mengenai tindak pidana dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, 

khususnya tindak pidana pemalsuan atas merek terdaftar. 
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3. Manfaat Praktis. 

Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan bagi semua pihak, yakni bagi akademisi, aparat penegak 

hukum, dan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, pemegang merek 

terdaftar, dan konsumen dalam mengantisipasi tindak pidana atas merek. 

E. Keaslian Penelitian. 

Berdasarkan hasil penulusuran kepustakaan yang dilakukan terhadap hasil-

hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan secara khusus di 

lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancabudi, tidak ditemukan 

judul penelitian yang sama dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Atas Tindak 

Pidana Pemalsuan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 

204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt)”. Dengan demikian judul “Penegakan Hukum 

Pidana Atas Tindakan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Terdaftar Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis 

(Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt)” ini belum ada yang 

membahasnya sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

  

F. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian, Jenis, dan Fungsi Merek 
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lO.K. Saidinl memberikan pengertianl Merek sebagail sesuatu yang l 

ditempelkan ataul dilekatkan padal suatu lproduk, karenal setelah barang l ldibeli, 

yangl dinikmati olehl pembeli bukanlahl Mereknya melainkanl benda materilnya l 

atau fisikl dari bendal ltersebut. Merekl hanya bendal immateriil yangl secara fisikl 

tidak dapat l memberikan apapunl dan mungkinl hanya memberikanl kepuasan 

tersendiril bagi lpembelinya. Hall inilah yangl membuktikan bahwa l Merek 

merupakanl Hak Kekayaanl lIntelektual.15 

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 

memberikan definisi Merek sebagai berikut: 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, 

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi 

dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih 

unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh 

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”16 

 

Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya mengenai definisi Merek, di 

antaranya: 

a. O.K. Saidin berpendapat bahwa: 

Merekl adalah suatul tandal (lsign) untukl membedakan lbarang-barangl atau jasal 

yang sejenisl yang dihasilkanl atau diperdagangkanl seseorang ataul kelompok 

orangl atau badanl hukum denganl lbarang-barang l atau jasal yang sejenisl yang 

dihasilkanl orang llain, yangl memiliki dayal pembeda maupunl sebagai jaminanl 

atas mutunyal dan digunakanl dalam kegiatanl perdagangan barangl atau ljasa.17 

 

b. Fandy Tjiptono berpendapat: 

                                                        
15 O.K. Saidin, Op.Cit., hlm. 330. 
16 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
17 O.K. Saidin, Op. Cit, hlm. 345. 
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Merekl adalah tandal yang berupal lgambar, lnama, lkata, lhuruf-huruf, langka-

angka, susunanl warna ataul kombinasi daril lunsur-unsurl tersebut yangl 

memiliki daya l pembeda danl digunakan dalaml kegiatan perdaganganl barang 

ataul ljasa.18 

c. Bisonl lSimamora: 

Merekl adalah lnama, ltanda, listikah, lsimbol, desainl atau kombinasinya l yang 

ditujukanl untuk mengidentifikasil dan mendiferensiasil atau membedakanl 

barang ataul layanan suatul penjual daril barang ataul layanan penjuall llain.19 

d. R. Soekardono berpendapat: 

Merek adalah sebuah tanda, dengan mana dipribadikanlah sebuah barang 

tertentu, di mana perlu juga untuk memperibadikan asalnya barang atau 

menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis 

yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau badan-badan 

perusahaan lain.20 

 

e. Iur Soeryatin berpendapat: 

Suatu Merek digunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari 

barang sejenis lainnya, karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi 

Merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.21 

Merekl dapat dimilikil orang orangl perorangan ataul satu lorang, karena l 

pemilik Merekl adalah orangl yang membuat l Merek itul sendiri ataul dapat pulal 

terjadi jikal seseorang memilikil Merek yang l berasal daril pemberian ataul 

                                                        
18 Fandy Tjiptono, Brand Management, Penerbit Andy, Bandung, 2005, hlm. 46. 
19 Bison Simamora, Aura Merek, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 149. 
20 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia (Edisi Revisi),  Rajawali Press, Jakarta, 2019. 
21 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan 

Prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 46. 
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membeli daril orang llain. Selainl dapat dimilikil oleh lperorangan, Merekl juga 

dapat l dimiliki olehl beberapa lorang, sepertil misalnya dual atau tigal orang yangl 

memiliki suatul merek tetapil harus lbersama-samal atau satul Merek milikl 

lbersama. Demikianl pula halnyal hak atasl Merek adal pada merekal bersama yangl 

tidak mungkinl dapat ldibagi-bagil karena merupakanl satu kesataunl yang lutuh.22 

Gatot Supramono menyatakan bahwa suatu badan hukum juga dapat 

memiliki Merek karena badan hukum juga dikategorikan sebagai subjek hukum 

sebagaimana manusia pada umumnya.23 Hal ini juga sejalan dengan pendapat 

Mertokusumo, bahwa yang disebut badan hukum yaitu organisasi atau kelompok 

manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan 

kewajiban yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pengurusnya.24 

Berdasarkan definisi-definisi Merek di atas, dapat disimpulkan bahwa Merek 

mempunyai fungsil utama sebagail pembeda antaral satu jenisl barang denganl 

barang yangl llainnya. Melaluil Merek ljuga, pengusahal dapat menjagal dan 

memberikanl jaminan atasl kualitasl (guaranteel of lquality) barangl dan/ataul jasa 

yangl dihasilkan danl mencegah persainganl yang tidak l jujur daril pengusaha lain l 

yang beritikad l tidak baikl dengan maksud l membonceng lreputasinya.25 

 

 

                                                        
22 Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Rhineka 

Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 19. 
23 Ibid. 
24 Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 68. 
25 Herry Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2001, 

hlm. 29. 
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Adapun fungsi-fungsi lain dari Merek adalah sebagai berikut: 26 

a. Melindungi konsumen. 

Salah satu konsideran dalam UUMI 2016 adalah salah satu tujuan 

diadakannya Uumi 2016 adalah mengingat perananl Merek danl Indikasi 

Geografisl yang menjadil sangat lpenting, terutamal dalam hall menjaga 

persainganl usaha yangl lsehat, lberkeadilan, lperlindungan lkonsumen, 

sertal perlindungan terhadap l Usaha lMikro, lKecil, danl Menengah danl 

industri dalaml lnegeri. Denganl adanya lMerek, konsumen tidak perlu 

lagi untuk menyelidiki kualitas suatu barang atau prosuk sebelum 

membelinya. Merek yang kualitasnya telah dikenal baik maka akan 

membuat konsumen membeli barang dengan Merek tersebut. 

 

b. Menjaga persaingan usaha yang sehat.  

Merek diperlukan dalam hal menciptakan iklim usaha yang 

kondusif dan menjaga kesimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan 

kepentingan umum agar terciptanya l persaingan usahal yang sehat l dan 

menjaminl kesempatan berusahal bagi setiapl lorang. Merek juga 

diperlukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan 

usaha demi mencegah timbulnya usaha yang tidak sehat.  

 

c. Sebagail sarana daril pengusaha untukl memperluas bidang l lusahanya. 

Merekl dari suatul barang yang l sudah dikenall oleh konsumenl 

sebagai tandal untuk barangl yang bermutul tinggi akanl memperlancar 

usahal pemasaran barang l ltersebut. 

 

d. Sebagail sarana untukl dapat menilail suatu lbarang. 

Suatul barang tidak l selalu dapat l memberikan kuallitasl maupun 

kepuasanl yang baik l bagi setiap l orang yang l lmembelinya, sebabl itulah 

Merekl ldapat memberil kepercayaan kepadal pembeli bahwal semua 

barangl yang memakail Merek ltersebut, mempunyail kualitas danl 

minimal utuhl yang samal seperti yang l telah ditentukanl oleh 

lprodusennya. 

 

e. Sebagail sarana dalaml memperkenalkan barang l atau namal lbarang. 

Merekl juga mempunyail fungsi sebagail sarana untukl 

memperkenalkan barangl ataupun namal barangnya melaluil promosi 

                                                        
26 Ibid. 



20 

 

 

kepadal lkhalayak. Pembelil yang telahl mengenal Merekl tersebut l cukup 

dengan mengingat nama Mereknya saja jika ingin membeli suatu 

barang. 

 

f. Sebagai identitas perusahaan. 

Suatu Merek juga digunakan dalam rangka memperkenalkan l nama 

suatul perusahaan yangl menggunakan lMereknya. Sebagail contoh adalahl 

Merek dagang l Djarum yangl digunakan olehl perusahaan rokokl lDjarum. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, Margono l dan Angkasal menjabarkan fungsil 

Merek daril 3 lsisi, lyaitu: 

a. Daril sisi lprodusen, Merekl digunakan untukl jaminan nilail hasil 

lproduksinya, khususl mengenai kualitasl dan lpemakaiannya. 

b. Daril sisi lpedagang, Merekl digunakan sebagail sarana untukl 

mempromosikan lbarang-barangl dagangannya untukl mencari danl 

meluaskan lpasaran. 

c. Daril sisi lkonsumen, Merekl digunakan untukl mengadakan pilihanl 

barang yangl akan ldibelinya.27 

 

Dilihat dari ketiga sisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

Merek menjadi hal yang sangat penting dalam dunia perdagangan, mengingat 

akan fungsi dan peranan besar Merek dalam menggerakkan aktivitas 

perdagangan kearah yang lebih maju. 

UUMI 2016 mengelompokkan merek menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 

a. Pasall 1 hurufl b UUMIl l2016, Merekl lDagang, yaitul Merek yangl 

digunakan padal barang yang l diperdagangkan olehll seseorang ataul 

beberapa orangl secara lbersama-samal atau badanl hukum untukl 

membedakan denganl barang sejenisl llainnya. 

b. Pasall 1 hurufl c UUMIl l2016, Merekl lJasa, yaitul Merek yangl 

digunakan pada l jasa yangl diperdagangkan olehl seseorang ataul 

                                                        
27 Margono S dan Angkasa A, Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukuk Bisnis, Grasindo, 

Jakarta, 2002, hlm. 30. 
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beberapa orangl secara lbersama-samal atau badanl hukum untukl 

membedakan denganl jasa sejenisl llainnya. 

c. Pasall 1 hurufl d UUMIl l2016, Merekl lKolektif, yaitul Merek yang l 

digunakan pada l barang ldan/ataul jasa denganl karakteristik yangl sama 

mengenail lsifat, ciril lumum, danl mutu barangl atau jasal serta 

pengawasannyal yang akanl diperdagangkan olehl beberapa orangl atau 

badanl hukum secaral lbersama-samal untuk membedakanl dengan barang l 

dan/ataul jasa sejenisl llainnya. 

 

Menurut l lSuryatin, selain 3 (tiga) jenis Merek sebagaimana yang telah 

ditentukan di atas, terdapat juga pengklasifikasian Merek berdasarkan bentuk 

atau wujudnya untunk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. 

Adapun beberapa jenis Merek itu adalah sebagai berikut: 

a. Merekl llukisan (beell lmark); 

b. Merekl lkata (word lmark); 

c. Merekl lbentuk (forml lmark); 

d. Merekl lbunyi-bunyian (klankl lmark); 

e. Merekl ljudul (titlel lmark). 

 

Suryatinl juga mengemukakanl pendapatnya bahwal untuk dil Indonesia jenisl 

Merek yang l paling baik l adalah Merekl llukisan. Sedangkanl jenis Merekl lainnya 

terutamal Merek katal dan Merekl judul kurang l tepat untukl lIndonesia, mengingat l 

bahwa abjadl Indonesia tidakl mengenal beberapal huruf lseperti, phl dan lsh. 

Dalaml hal inil Merek katal dapat jugal menyesatkan masyarakat l lbanyak, sepertil 

contohnyal “lSphinx” dapat l ditulis secaral fonetisl (menurut l lpendengaran), 

menjadil “lSfinks” ataul “lSvinks”.28 

Merekl dikenal dalaml bentuk 3l (ltiga) dimensil (threel dimentional 

ltrademark), contohnyal seperti yangl terdapat padal produk minumanl seperti 

                                                        
28 Ibid, hal. 30-31 
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lCoca-Colal danl Kentucky Fried Chicken. Di mana dalam hal tersebut, 

perusahaan yang memproduksi Coca-Cola telah mendaftarkan botol Merek 

sebagai suatu Merek. Adanya perkembangan ini mengindikasikan kesulitan 

dalam membedakan perlindungan Merek dengan perlindungan desain produk. 

Kesulitan juga timbul karena selama ini ada perbedaan antara Merek dengan 

barang-barang yang ditempeli Merek tersebut. Selama ini acuan akan hal tersebut 

adalah gambaran produk yang dipresentasikan oleh bentuk, ukuran, dan warna 

tidak dapat dikategorikan sebagai Merek. Dalam hal kemungkinan untuk 

mendaftarkan Merek dengan mempertimbangkan bentuk barang maupun 

tampilan produk dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang 

mungkin memiliki tampilan yang sama. Di beberapa negara, suara, bau dan 

warna dapat didaftarkan sebagai Merek. 

 

G. Metode Penelitian. 

Metode  adalah  suatu  cara  yang  teratur  dan  terpikir  dengan  baik untuk 

mencapai tujuan tertentu.29 Penelitian harus dilakukan secara metodologis, 

sistematis, dan konsisten. Metodologis yang dimaksud berarti sesuai dengan 

metode dan cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem, dan 

                                                        
29 H. Salim HA, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Skripsi 

dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8. 
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konsisten berarti adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka 

pemikiran tertentu.30 

1. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, di mana 

pendeketan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya.31 yaitu 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.32 

Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji literatur 

yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan Merek terdaftar berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan dalam ketentuan 

perundang-undangan maupun hukum yang berlaku. Selanjutnya juga akan 

pendekatan kasus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam 

Putusan No. 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt. 

2. Sifat Penelitian. 

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, 

kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi atas suatu 

                                                        
30 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, 

hlm. 42. 
31 Burhan Asshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27. 
32 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 13. 
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kejadian berdasarkan gambaran dan fakta yang diperoleh.33 Penelitian ini 

akan mendeskripsikan secara utuh, menyeluruh dan sistematis mengenai 

tindak pidana pemalsuan Merek terdaftar 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 

pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (case 

approach). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan adalah pendekatan 

yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan 

dengan isu-isu hukum terkait. Dalam hal ini Undang-Undang yang 

digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis.  

Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum 

yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, dengan melakukan 

telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. 

Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan 

pengadilan berkekuatan hukum tetap.34 

 

 

 

 

 

                                                        
33 Ibid. 
34 Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, 

hlm.93 
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4. Sumber Data. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup penelitian 

kepustakaan. Data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data 

sekunder, yaitu sebagai berikut: 

a. Data Sekunder, yaitu  berupa: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, 

yaitu berupa peraturan-peraturan hukum dan perundang-

undangan, dan putusan antara lain: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek jo 

UndangUndang Nomor 20 Tahun 20016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis; 

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. 

e) Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt. 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu serta 

menganalisis. Bahan hukum ini terdiri dari literatur yang 

berkaitan dengan skripsi ini maupun yang membahas masalah 
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penegakan hukum pidana, perlindungan hukum terhadap 

merek, dan pemalsuan merek dan yang relevan dengan 

penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, yang terdiri dari jurnal ilmiah, skripsi yang 

berkaitan, pendapat para ahli, ensiklopedia, Kamus Hukum, 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. 

b. Data Primer, yaitu yaitu pidana tindak pidana pemalsuan Merek 

terdaftar  

 

5. Analisis Data. 

Analisisl merupakan suatul prosesl mengorganisasikan danl menggunakan 

datal dalam lpola, kategoril dan satuanl uraian dasarl sehingga dapat l dirumuskan 

suatul hipotesa sepertil yang disarankanl oleh ldata.35 Didalaml penelitian 

hukuml lnormatif, padal hakikatnya adalahl kegiatan untukl mengadakan 

sistematisasil terhadap lbahan-bahanl hukum ltertulis, sistematisasil yang berartil 

membuat klasisifikasil terhadap bahanl hukum tertulisl tersebut untukl 

memudahkan pekerjaanl analisis danl lkonstruksi.36 

                                                        
35 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2015, hlm, 106. 
36 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 106 
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Sebeluml dilakukan lanalisis, terlebihl dahulu dilakukanl pemeriksaan danl 

evaluasi terhadap l semua datal yang dikumpulkanl melalui studil ldokumen, 

kemudianl keseluruhan datal tersebut akanl dianalisis danl disistematisasikan 

secaral kualitatif yangl artinya menjelaskanl dengan kalimat l sendiri semua l 

kenyataan yangl terungkap daril data sehinggal menghasilkan klasifikasil yang 

selarasl dengan permasalahanl yang dibahasl dalam penelitianl lini, denganl 

tujuan memperolehl jawaban terhadapl permasalahan yang l dibahas dalaml 

penelitian inil yaitu masalahl perlindungan hukuml pemilik merekl terdaftar atasl 

tindakan penegakanl hukum atasl tindak pidanal merek terdaftarl yang memilikil 

persamaan padal pokoknya dil Indonesia berdasarkanl studi perbandinganl pada 

Putusanl Nomor l204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt. 

  

H. Sistematika Penulisan. 

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) 

bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan 

pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. 

Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, 

Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian serta Sistematika 

Penulisan. 
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BAB II: Menguraikan tentang pengaturan hukum pidana terhadap 

pemalsuan Merek terdaftar berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bab ini akan terdiri dari 

beberapa sub bab yang akan membahas mengenai jenis-jenis 

pelanggaran Merek yang dapat dikategorikan sebagai tindak 

pidana, dan bagaimana pengaturan serta sanksi pidana atas 

pemalsuan Merek terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

BAB III: Merupakan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim 

dalam memutus tindak pidana pemalsuan Merek terdaftar dalam 

Putusan No. 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt. Bab ini akan terdiri 

dari beberapa sub bab yang akan membahas mengenai kasus posisi 

dalam Putusan No. 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt dan analisa atas 

pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Putusan No. 

204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt. 

BAB IV: Merupakan pembuktian atas tindak pidana pemalsuan 

Merek terdaftar berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. Bab ini akan terdiri dari beberapa 

sub bab yang akan membahas mengenai penyebab terjadinya 

pemalsuan Merek terdaftar unsur-unsur pidana dalam pemalsuan 

Merek terdaftar. 
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BAB V:    Penutup, yang akan terdiri dari Kesimpulan dan Saran.
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BAB II 

PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK 

TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 

TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 

 

A. Jenis-Jenis Pelanggaran Merek. 

Merek memiliki kaitan erat dengan persaingan usaha tidak jujur (unfair 

competition), yang tidak hanya mempertaruhkan reputasi atas Merek itu sendiri, 

melainkan jugakualitas barang dan keunggulan produk serta pelayanan. Pada 

dasarnya persaingan di bidang usaha selama dapat mendorong produktivitas dalam 

menambah hasil produksi, mempertinggi kualitas dan mutu barang, serta 

memperlancar produksi adalah hal yang baik dalam dunia perdagangan, sebab hal 

ini dapat memberikan keuntungan kepada konsumen.  

Tetapi jika persaingan itu sampai pada suatu keadaan di mana memberikan 

dampak yang tidak baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik 

tentunya hal itu akan menjurus kepada pelanggaran hukum. Dengan perbuatan 

melanggar hukum maka persaingan tersebut dapat menjurus pada persaingan 

curang atau tidak sehat. 

Pada umumnya pelanggaran Merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 

pribadi dengan mudah dan melanggar hak orang lain dengan tindakan meniru atau 

memalsukan Merek-Merek terkenal di masyarakat. Molegraf berpendapat bahwa 
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persaingan tidak jujur adalah suatu peristiwa di mana seseorang menarik para 

langganan orang lain kepada perusahaan atau dirinya sendiri atau demi perluasan 

omzet perusahannya dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan 

itikad baik dan kejujuran dalam dunia perdagangan.37 

Pasal 10 bis Konvensi Paris memuat ketentuan mengenai persaingan tidak 

jujur, bahwa negara perserta Konvensi Paris terikat untuk memberikan 

pelindungan yang efektif agar tidak terrjadi persaingan yang tidak jujur dalam 

dunia perdagangan. Dalam ayat (2) nya menentukan bahwa tiap perbuatan yang 

bertentangan dengan “honest practices industrial and commercial matters” dapat 

dianggap sebagai bentuk perbuatan persaingan tidak jujur. Dan dalam ayat (3) 

pasal yang sama ditentukan pula mengenai larangan semua perbuatan yang dapat 

menciptakan kekeliruan dengan cara apapun yang berkaitan dengan asal-usul atau 

berkaitan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang pengusaha 

yang mengacaukan publik berkaitan dengan sifat da nasal-usul dari suatu barang, 

termasuk dalam hal peniruan Merek.38 

O.K. Saidin mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelanggaran Merek adalah 

meliputi cara-cara sebagai berikut:39 

a. Praktik Peniruan Merek Dagang. 

Pelaku usaha dengan itikad tidak baik dalam hal persaingan usaha tidak jujur 

seperti ini berwujud dalam bentuk penggunaan upaya-uapaya mempergunakan 

                                                        
37 R.M. Suryodinigrat, Aneka Hak Milik Perindustrian, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 66. 
38 O.K. Saidin, Op. Cit, hlm. 454. 
39  Ibid. hlm. 454-456 
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Merek dengan meniru merk terkenal (well known trademark) yang sudah ada 

sehingga Merek dan/atau jasa yang diproduksinya mempunyai persamaan pada 

pokoknya dengan Merek yang sudah terkenal. Perbuatan ini dimaksudkan agar 

membuat kesan kepada konsumen seakan-akan barang dan/atau jasa yang 

diproduksi itu sama dengan produksi Merek terkenal. Tentunya dengan adanya 

kemiripan tersebut memberikan keuntungan yang besar tanpa perlu mengeluarkan 

biaya produksi yang besar. 

b. Praktik Pemalsuan Merek Dagang. 

Praktik pemalsuan Merek dagang dilakukan oleh pengusaha yang beritikd 

tidak baik dengan cara memproduksi barang dan/atau jasa yang sudah dikenal luas 

oleh masyarakat dengan melanggar hak orang lain. Contohnya, seseorang 

bepergian ke luar negeri dan membeli barang dengan Merek terkenal Louis 

Vuitton. Sesampainya di Indonesia, ia memproduksi barang-barang sejenis dengan 

Merek Louis Vuitton dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa harus 

mengeluarkan biaya produksi yang besar karena Merek Louis Vuitton sudah 

dikenal luas masyarakat sebagai barang mewah dan bergengsi. 

c. Perbuatan-perbuatan yang Dapat Mengacaukan Publik Berkenaan dengan Sifat 

dan Asal-Usul Merek. 

Perbuatan persaingan tidak jujur dalam bentuk ini biasanya terjadi 

dikarenakan adanya suatu daerah, tempat, maupun negara yang dapat menjadi 

kekuatan yang membawa pengaruh baik atas suatu barang karena dianggap daerah 
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penghasil jenis barang yang dikenal berkualitas baik. Dikatakan persaingan tidak 

jujur jika pengusaha mencantumkan mengenai keterangan sifat dan asal-usul 

barang tidak yang sebenarnya dengan tujuan mengelabui konsumen seakan barang 

tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah yang sama dengan 

penghasil barang berkualitas, misalnya mencantumkan keterangan Made in 

England untuk barang yang sebenarnya bukan produksi dari Inggris. 

 

B. Pendaftaran Merek. 

Soegondo Soemodiredjo menyebutkan ada 4 (empat) sistem pendaftaran Merek 

yang berlaku di bebagai negara, yaitu:40 

a. Pendaftaran tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu Merek yang 

dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan setelah syarat-syarat 

permohonannya telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya 

permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran. Mengenai apakah Merek 

tersebut memenuhi persyaratan lain seperti yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang, dalam sistem ini tidak diperiksa. Sistem ini digunakan 

di negara Prancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania. 

b. Pendaftaran dengan pemeriksaan Merek terlebih dahulu, sistem ini dianut 

oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, 

Indonesia, dan lain sebagainya yaitu dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap kelengkapan persyaratannya terlebih dahulu sebelum 

mendaftarkan Merek tersebut dalam daftar umum. Hanya Merek yang 

syaratnya telah terpenuhi dan tidak mempunyai persamaan pada 

pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan Merek yang telah 

didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lainlah yang dapat 

didaftarkan. 

c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara, yaitu sistem di mana 

sebelum didaftarkannya suatu Merek, dilakukan pengumuman terlebih 

dahulu atas Merek itu untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain 

untuk mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran Merek 

                                                        
40  Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm.184-185 
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tersebut. Sistem ini dianut oleh Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil, dan 

Australia. 

d. Pendaftaran dengan pemberian terlebih dahulu tentang adanya Merek lain 

terdaftar yang ada persamaannya, yaitu dengan cara adanya 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemohon bahwa Mereknya 

mempunyai persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya 

dengan Merek yang telah lebih dahulu didaftarkan untuk barang sejenis 

atau nama orang lain. Meskipun demikian jika pemohon tetap 

menginginkan pendaftaran Mereknya, maka Merek tersebut tetap akan 

didaftarkan juga. Sistem ini dipakai oleh Swiss dan Australia. 

 

Pentingnya dilakukan pendaftaran Merek dalam hal ini adalah untuk memberikan 

status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain 

yang membuktikan sebaliknya. Pendaftaran Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar 

adanya permohonan yang diajukan oleh pemilik Merek atau kuasanya. Di Indonesia 

mengenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran Merek, yaitu sistem pendaftaran 

deklaratif (passief stelsel) dan sistem konstitutif (aktif) atau atributif.41 

a. Pendaftaran merek dengan sistem deklaratif. 

Sistem pendaftaran Merek deklaratif menitikberatkan atas pemakaian 

pertama atas suatu Merek. Dalam artian, siapa yang memakai pertama atas 

suatu Merek maka ialah yang dianggap berhak menurut hukum terhadap 

Merek yang bersangkutan atau dengan kata lain bukan pendaftaranlah yang 

menciptakan hak atas Merek melainkan pemakaian pertama kali. Pendaftaran 

Merek dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, 

dugaan hukum (rechtsvermoeden) bahwa orang yang mendaftar adalah si 

pemakai Merek tersebut pertama kali. Tetapi dalam hal jika ada orang lain 

                                                        
41 Ibid., hlm.185-186 
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yang dapat membuktikan bahwa ialah pemakai atas Merek tersebut untuk 

pertama kali, maka pengadilan dapat membatalkan pendaftaran atas Merek 

yang sama.42 

Hal yang seperti ini dalam sistem deklaratif dipandang kurang memberikan 

kepastian hukum jika dibandingkan dengan sistem pendaftaran konstitutif, 

yaitu bahwa yang menciptakan hak atas Merek adalah pendaftaran. Siapa 

yang pertama kali mendaftarkan atas suatu  Merek maka dialah yang berhak 

atas Merek tersebut dan dia jugalah yang secara eksklusif dapat memakai 

Merek tersebut dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. 

Hak Merek tanpa adanya pendaftaran inilah yang memberikan lebih 

banyak kepastian, karena jika seseorang dapat membuktikan bahwa ialah yang 

telah mendaftarkan atas suatu Merek dan diberikan Sertifikat Merek yang 

merupakan bukti atas kepemilikan Merek dan tidak dapat dipergunakan oleh 

orang lain untuk Merek yang sama maupun barang-barang yang sejenis. 

Pendaftaran dalam sistem deklaratif mempunyai fungsi untuk memudahkan 

pembuktian, artinya dengan adanya Sertifikat Merek maka akan mudah 

dibuktikan jika ada pihak lain yang mengakui sebagai pemilik Merek yang 

bersangkutan, sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan 

sebaliknya.43 

                                                        
42 O.K. Saidin, Op.Cit, hlm. 461. 
43 Sudargo Gautama, Op.Cit., Hlm. 19 
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Sistem pendaftaran deklaratif ini mempunyai kelebihan, seperti orang yang 

berhak atas Merek bukanlah orang yang mendaftarkan Mereknya secara 

formal saja melainkan juga orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan 

atau memakai Merek tersebut. Orang-orang yang sungguh-sungguh 

menggunakan atau memakai Merek tersebut tidak dapat menghentikan 

pemakaiannya oleh orang lain dengan begitu saja, meskipun dalam hal itu 

orang tersebut mendaftarkan Mereknya. Dalam sistem ini orang yang tidak 

mendaftarkan Mereknya pun tetap dilindungi.44 

Tetapi sistem pendaftaran Merek secara deklaratif ini juga mempunyai 

kelemahan, di antaranya orang-orang yang telah mendaftarkan Mereknya 

terlebih dahulu belum pasti terjamin kepastian hukumnya. Hal ini 

bdikarenakan sewaktu-waktu bisa saja pendaftaran atas Mereknya dapat 

dibatalkan jika ada orang lain yang mengaku sebagai pemakai pertama atas 

Merek tersebut.45 Sistem pendaftaran pertama kali atau first to file dapat juga 

diartikan bahwa Merek yang didaftar adalah Merek yang memenuhi syarat 

dan sebagai yang pertama. Namun tidak semua Merek dapat didaftarkan. 

Utamanya yang dapat didaftarkan adalah Merek yang diajukan 

pendaftarannya atas dasar itikad baik, yaitu pemohon mendaftarkan Merek 

=nya secara layak, jujur dan tidak mempunyai niat tersembunyi seperti 

                                                        
44 O.K. Saidin, Op. Cit, hlm. 462. 
45 Ibid. 
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pemboncengan reputasi, menitu, menjiplak, mengecohkaan atau menyesatkan 

konsumen.46 

Sistem deklaratif ini pertama kali tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUM 

1960 yang berbunyi: 

“Hakl khusus untukl memakai suatul Merek gunal memperbedakan 

lbarang-barangl hasil perusahaanl atau lbarang-barangl perniagaan 

seseorangl atau suatul badan dari l lbarang-barangl orang llain ataul badan 

lainl kepada barangl siapa yangl untuk pertama l kali lmemakai Merekl itu 

untukl keperluan tersebutl di atasl di lIndonesia.”47 

 

Yahyal Harahap menafsirkanl berdasarkan pasall di atasl bahwa penegakanl 

hukum dalaml pasal tersebut l mengandung konsepsil ldualisme, dil satu sisil 

terdapat doktrinl pendaftaran pertama l atau firstl to lfile, yaitul pendaftar 

pertamal ialah yangl dianggap mempunyail hak utamal dari pemilikl lainnya 

sesuail dengan asasl prior inl lfilling. Tetapil di lain l lsisi, terdapat l pula doktrinl 

pemakai pertamal atau priorl userl (firstl to usel lsystem) yaitu l apabila dapat l 

dibuktikan bahwal seseorang adalahl pemilik pertama l yang sesungguhnya l atas 

suatul lMerek. Penjelasanl umum tersebut l memberikan kedudukanl yang utamal 

pada asasl prior userl has al better rightl atau pemakail pertama mempunyail hak 

yang l lebih baikl dari pendaftarl lpertama.48 

                                                        
46 Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, Mengelola Merek, Yayasan Bina Karsa 

Mandiri, Jakarta, 2007, hlm. 79. 
47 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Dagang dan Merek 

Perniagaan. 
48 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 

335-336. 
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Kenyataannya sisteml deklaratif inil menimbulkan banyak l sengketa dalaml 

dunia lperdagangan, karenal sistem inil sangat berpotensil menimbulkan 

pembajakanl terhadap lMerek-Merekl yang sudahl mempunyai reputasil tinggi 

ataul yang sudahl lterkenal. Selainl itul para ahli hukum juga berpendapat bahwa 

sistem ini seringkali menimbulakn kesulitan l dalam menentukanl siapakah 

sebenarnyal pemakai pertamal (yangl mmepunyai itikadl lbaik) atasl Merek 

ltersebut.49 

  

                                                        
49 Deddy A.G. Sirait, Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Merek Antara PT, Inderasari 

Kencana dengan PT. Invilon Sagita (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 149/pk/pdt,sus/2010), 

Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 44. 
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b. Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif. 

Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem konstitutif ini hak atas 

Merek baru akan timbul apabila suatu Merek telah didaftarkan. Oleh karena 

itulah pendaftaran merupakan suatu keharusan dalam sistem ini. Artinya, 

tanpa dilakukan pendaftaran terlebih dahulu maka seseorang tidak akan 

diberikan perlindungan hukum atas Mereknya oleh negara. Sejak 

diberlakukannya UUM 1992, maka sistem pendaftaran Merek yang berlaku di 

Indonesia adalah sistem Kosntitutif yang didasarkan pada pendaftar pertama 

yang beritikad baik.50 

Dalaml Pasal 4l ayat l (l1) UUMIl 2016 disebutkanl bahwa permohonanl 

pendaftaran Merek l diajukan olehl Pemohon ataul kuasanya kepadal Menteri 

secaral elektronik ataul lnon-elektronikl dalam Bahasal lIndonesia.51 Artinyal 

dengan adanyal permohonan yang l diajukan secaral tertulis kepadal lMenteri, 

makal diharapkan permohonanl pendaftaran Merekl tersebut dapat l berjalan 

secaral ltertib. Pemeriksaanl Merek tidak l hanya dilakukanl berdasarkan 

kelengkapanl persyaratan formall lsaja, melainkanl juga dilakukanl pemeriksaan 

secaral substantif untukl menentukan bisal tidaknya Merekl yang dimohonkanl 

didaftarkan dalaml Daftar Umuml lMerek.52 

                                                        
50 Rachmadi Usman, Hukum Ha katas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 326. 
51 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
52 Deddy A.G. Sirait, Op.Cit, hlm. 47. hlm.44 
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Pemeriksaan substantif Merek ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 

23 ayat (1) UUMI 2016, yaitu dilakukan oleh Pemeriksa terhadap 

Permohonan pendaftaran Merek. Selain itu menurut Pasal 23 ayat (2) terdapat 

hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan ini berkaitan dengan 

segala keberatan dana/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

dan 17. Jika dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berakhirnya 

pengumuman tidak terdapat keberatan maka dilakukan pemeriksaan substantif 

terhadap permohonan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (3) 

UUMI 2016. Tetapi jika sebaliknya, yaitu terdapat sanggahan ataupun 

keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam jangka waktu 30 

(tigapuluh) sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan, 

maka dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dan 

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus limapuluh) hari. 

Tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa dapat ditetapkan dalam 

hal diperlukan untk melakukan pemeriksaan substantif (Pasal 23 ayat 6 

UUMI 2016). Dengan persetujuan Menteri, hasil pemeriksaan substantif yang 

dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek diluar Pemeriksa sebagaimana 

dimaksud, dapat dianggap sama dengan hasil pemriksaan substantif yang 

dilakukan oleh Pemeriksa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli 

pemeriksa Merek diluar Pemeriksa diatur dengan Peraturan Menteri. 
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Sistem konstitutif dengan prinsip first to file, memiliki kelebihan-

kelebihan dibandingkan sistem deklaratif, antara lain: 

a. Kepastian hukum dalam menentukan siapa  pemilik Merek yang 

sebenarnya yang paling utama untuk dilindungi; 

b. Memberikan kepastian hukum tarhadap pemilik Merek yang paking 

berhak dan pasti agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari 

antara pendaftar pertama dengan pemakai pertama. 

c. Memberikan kepastian hukum dalam hal pembuktian jika terjadi 

sengketa, karena didasarkan bahwa pendaftaran sebagai satu-

satunya bukti utama;53 

Dalam sistem ini apabila permohonan pendaftaran atas suatu Merek yang 

memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek 

maupun barang atau jasa yang sejenis, maka pendaftaran tersebut dapat 

ditolak. Dalam hal ini jika Pemeriksa l memutuskan bahwa l permohonan tidak l 

dapt didaftarl atau lditolak, maka l Menteri secaral terbuka danl tertulis 

memberitahukanl hal tersebut l secara tertulisl kepada Pemohonl ataupun 

kuasanyal beserta alasanl lpenolakannya. Jika l dalam jangkal waktu 30l 

(ltigapuluh) haril terhitung sejakl tanggal pengirimanl surat pemberitahuanl 

penolakan pendaftaranl lMerek, Pemohonl atau kuasanya l dapat 

menyampaikanl tanggapannya secaral tertulis denganl menyebutkan lalasannya. 

Tetapil jika Pemohonl ataupun kuasanyal tidak menyampaikanl ltanggapannya, 

makal Menteri menolak l permohonan pendaftaranl Merek ltersebut. 

                                                        
53 Kholis Roisah, Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan hukum Terhadap 

Hak atas Merek Terkenal (Asing) di Indonesia, Tesis, Magister Hukum Universitas Diponegoro, 

Semarang, 2001, hlm. 66. 
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Dalaml hal Pemohonl maupun kuasanyal menyampaikan tanggapannya l 

dan dinyatakanl diterima olehl lPemeriksa, maka Menteri melaksanakan 

ketentuanl sebagaimana dicantumkanl dalam Pasall 24 ayat l (l1) UUMIl 2016 

lyaitu: mendaftarkanl Merek ltersebut, memberitahukanl pendaftaran Merekl 

tersebut kepadal Pemohon ataul lkuasanya, menerbitkanl Sertifikat lMerek, danl 

mengumumkan pendaftaranl Merek tersebut l dalam Berital Resmi lMerek, baik l 

elektronik maupunl non lelektronik. 

Dalaml hall Pemohon maupun kuasanya menyampaikan tanggapannya dan 

dinyatakan diterima oleh Pemeriksa, maka Menteri menolak permohonan 

pendaftaran Merek tersebut yang diberitahukanl secara tertulisl kepada 

Pemohonl atau kuasanyal dengan menyebutkanl lalasannya. Danl dalam hall jika 

terdapat l keberatan sebagaimana l dimaksuda dalaml Pasal l16, makal Menteri 

menyampaikanl tembusan surat l pemberitahuan pendaftaranl atau penolakanl 

tersebut kepadal pihak yangl mengajukan lkeberatan. 

Sistem pendaftaran konstitutif menekankan dalam hal pendaftaran adalah 

suatu keharusan dalam memperoleh hak atas Merek, sehingga terdapat 

kepastian hukum dalam hal menentukan pemeilik Merek yang sebenarnya dan 

paling utama untuk dilindungi. Sistem ini juga menjamin adanya kepastianl 

hukum dalaml lpembuktian, karenal didasarkan padal fakta bahwal pendaftaran 

sebagail alat buktil utama sehinggal tidak menimbulkanl sengketa antaral 

pendaftar pertama l dan pemakail lpertama. 
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C. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Terdaftar 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 

1. Penjelasan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

Pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu straf, yang kadang-kadang disebut 

dengan istilah hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah 

hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Pidana 

dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau 

diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat 

hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan 

hukum pidana.54 

lUndang-Undangl Nomor 20l Tahun 2016l Tentang Merek l dan Indikasil 

Geografis mengaturl mengenai ketentuanl pidana terhadapl kejahatan Merek l yang 

diaturl dalam Pasall 100l ayat (1), (2), dan (3), Pasal 102 dan Pasal 103. Pasal 100 

ayat (1), (2), dan (3) mengatur ketentuan pidana untuk pelanggaran Merek, yaitu 

penggunaanl lMerek, baikl yang memilikil persamaan padal keseluruhannya 

meupunl yang memilikil persamaan padal lpokoknya, denganl Merek terdaftarl 

milik pihak l lain denganl tanpa lizin. 

                                                        
54 Fitri Rafianti dan Rahul Adrian Fikri, Monograf: Tinjauan Terhadap Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dari Aspek Sanksi Pidana, Patron Institute, 

Medan, 2022, hlm. 9. 
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 Adapun ketentuan pidanal sebagaimana dimaksud l dalam Pasall 100 ayat l (l1) 

berbunyil sebagai lberikut:  

“Setiap l orang yangl dengan tanpal hak menggunakanl Merek yang l sama padal 

keseluruhannya denganl Merek terdaftarl milik pihakl lain untukl barang ldan/ataul 

jasa sejenisl yang diproduksil ldan/ataul ldiperdagangkan, dipidanal dengan pidana l 

penjara palingl lama 5 l (llima) tahunl dan/ataul denda paling l banyak lRp. 

l2.000.000.000,00 (dual miliar lrupiah).” 

 

Ayat (2) : 

 

“Setiap l Setiap orangl yang denganl tanpa hak l menggunakan Merekl yang 

mempunyail persamaan pada l pokoknya denganl Merek terdaftarl milik pihak l lain 

untukl barang ldan/ataul jasa sejenisl yang diproduksil dan/ataul ldiperdagangkan, 

dipidanal dengan pidanal penjara palingl lama 4l (lempat) tahunl ldan/ataul denda 

palingl banyak lRp. l2.000.000.000,00l (dual miliar lrupiah).” 

 

Ayat (3): 

“Setiap l orang yangl melanggar ketentuanl sebagaimana dimaksudl pada ayat l 

(l1) danl ayat l (l2), yang l ljenis barangnyal mengakibatkan gangguanl lkesehatan, 

gangguanl lingkungan lhidup, ldan/ataul kematian lmanusia, dipidana l dengan 

pidanal penjara paling l lama 10l (lsepuluh) tahunl ldan/ataul denda paling l banyak 

lRp. l5.000.000.000,- (limal miliar lrupiah).” 

 

Tindak pidana Merek dalaml Pasal 100l ayat l (l1), (l2), danl (3) memiliki 

persamaan dengan tindak pidana Merek dalam lUndang-Undang l Merek sebelumnyal 

(lUndang-Undang l Nomor 15l Tahun l2001). Tetapi mempunyai perbedaan, seperti 

rumusan tindak pidanal dalam Pasall 100 ayat l (l1) ini tidak dicantumkannya unsur 

sengaja, sementara tindak l pidana Merekl menurut lUndang-Undang l Nomor 15l Tahun 

2001l dicantumkan unsur sengaja.55 

                                                        
55 Adam Chazawi, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual: Edisi Revisi, Media Nusa 

Creative, Malang, 2019, hlm. 120. 
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Dari rumusan Pasal 100 ayat (1), (2), dan (3) di atas dapat dirincikan lunsur-

unsur l pidananya sebagail lberikut: 

a. Melawanl lHukum: Tanpal lHak. 

Dicantumkannya unsur melawan hukum dengan istilah “tanpa hak” 

maka wajib dibuktikan unsur perbuatan hukumya, bahwa si pembuat Merek 

orang lain tidak mendapat l izin daril pemegang Merekl yang sebenarnyal atau 

lterdaftar. Hall ini tidakl sulit dibuktikanl selama tidak l ada lperjanjian-

perjanjianl ataupun kepakatanl khusus antaral terdakwa denganl pemegang 

Merekl terdaftar yang l menandakan adanyal hak terdakwal dalam hal 

menggunakan Merek tersebut, maka unsur melawan hukum dalam hal 

menggunakan Merek telah terbukti.56 

Dalam hal ini, Penuntut Umum tidak l wajib membuktikanl adanya 

perjanjianl atau kesepakatanl khusus tersebut l karena dalaml hal inil berlaku 

beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslast) yaitu beban 

pembuktian berada pada terdakwa. Terdakwalah yang harus membuktikan 

adanya izin dalam perjanjian atau kesepatan tersebut jika memang ada. 

Selama terdakwa tidak dapat membuktikan unsur tersebut, maka unsur 

tanpa hak telah terbukti. 

Dalam hukum pembuktian telah ditentukan bahwa yang perrlu 

dibuktikan itu adalah unsur “mengenai adanya sesuatu” bukan sebaliknya 

“tiadanya sesuatu”. Contohnya, keadaan tentang adanya izin dalam suatu 

                                                        
56 Ibid, hlm. 123. 
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“perjanjian”, keadaan ini dapat dan perlu dibuktikan, bukan sebaliknya. 

Penuntut Umum cukup menyatakan tidak adanya izin dari pemilik hak 

Merek yang terdaftar dalam dakwaan dan/atau surat tuntutannya 

(requisitoir). Kemudian terdakwalah yang harus menunjukkan atau 

mengajukan tentang izin dalam suatu perjanjian. Jika terdakwa tidak dapat 

membuktikan hal ini, maka Penuntut Umum sudah dapat membuktikan 

tidak adanya izin dari pemilik hak.57 

b. Perbuatan: Menggunakan. 

Unsur perbuatan dalam tindak pidana ini dirumuskan dengan kata 

“menggunakan” Merek terdaftar milik orang lain. Unsur ini harus 

dibuktikan dalam wujud nyata, misalnya mencetak dengan mencantumkan 

suatu Merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek 

lain diats suatau benda atau barang atau bungkus yang jenisnya sama yang 

kemudian diproduksi atau diperdagangkan.58  

c. lObjek: Merekl yang Samal pada Keseluruhannyal dengan Merekl 

Terdaftar Milikl Pihak Lainl untuk Barangl ldan/ataul Jasa Sejenisl yang 

Diproduksil ldan/ataul lDiperdagangkan. 

Objekl dalam tindakl pidana inil adalah Merekl yang memilikil persamaan 

padal keseluruhannya denganl Merek terdaftarl milik orangl lain untukl 

barang ldan/ataul jasa sejenisl yang diproduksil ldan/ataul ldiperdagangkan. 

                                                        
57 Ibid, hlm. 124. 
58 Ibid, hlm. 125. 
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Artinya, Merek yang digunakan terdakwa sama persis denganl Merek yangl 

sudah terdaftarl milik pihak l lain baikl lgambar, kata-kata, angka-angka, 

huruf, susunan warna, dan lain sebagainya.59 

Kalimat dalam unsur objek, “milik l pihak lainl untuk barangl ldan/ataul 

jasa sejenisl yang diproduksil ldan/ataul ldiperdagangkan” disebut l sebagai 

unsur l keadaan yang l lmeyertai, yang l melekat padal unsur objekl Merek yang l 

sama padal pokoknya denganl Merek yang l lterdaftar. Unsurl ini harusl 

dibuktikan bahwal ada barang l ldan/ataul jasa sejenisl atas Merekl lain yang l 

mempunyai persamaanl pada pokoknyal milik pihakl lain yangl telah terdaftarl 

dalam Dirjen Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki Sertifikat Merek. 

Pembuktian juga dapat dilakukan dengan cara menunjukkan keberadaanl 

jenis barang l ldan/ataul jasa sejenisl dalam persidanganl melalui barangl bukti 

yang l ldisita.60 

2. Penjelasan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

Sedangkan dalam tindak pidanal yang dirumuskan dalam Pasal 100 ayat (2) 

UUMI 2016 yang l lberbunyi: 

“Setiap l orang yangl dengan tanpal hak menggunakanl Merek yangl sama 

padal pokoknya denganl Merek terdaftarl milik pihak l lain untukl barang 

ldan/ataul jasa sejenisl yang diproduksil ldan/ataul ldiperdagangkan, dipidana l 

dengan pidanal penjara palingl lama 4l (lempat) tahunl ldan/ataul denda paling l 

banyak lRp. l2.000.000.000,00l (dual miliar lrupiah).” 

 

                                                        
59 Ibid. 
60 Ibid, hlm. 126. 
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Jikal dilihat lebihl jelas dalaml pasal tersebut l maka terdapat l lunsur-unsurl 

pidana sebagail lberikut: 

a. Melawanl lhukum; tanpal lhak. 

b. lPerbuatan: lmenggunakan. 

c. lObjek: Merekl yang samal pada keseluruhannyal dengan Merekl 

terdaftar milikl ;ihakl llain untukl barang ldan/ataul jasa sejenisl yang 

diproduksil ldan/atau l ldiperdagangkan. 

Rumusanl dalam Pasall 100 ayat l (l2) samal dengan rumusanl dalam tindak l 

pidana Pasall 100 ayat l (l1) lsebelumnya, hanya l terdapat padal unsur lobjek. 

Objekl tindak pidanal dalam Pasall 100 ayat l (l2) adalahl Merek yang l memiliki 

persamaanl pada pokoknyal dengan Merekl terdaftar milik l pihak llain. lArtinya, 

Merekl yang digunakanl dengan Merek l terdaftar milik l orang lainl tersebut 

mempunyail kemiripan denganl adanya lunsur-unsur l yang menonjoll yang 

dapat l menimbulkan kesanl adanya persamaanl dalam lbentuk, caral 

lpenempatan, caral penulisan ataul kombinasi antaral lunsur-unsurl maupun 

bunyil ucapan yangl terdapat padal kedua Merekl ltersebut. Denganl adanya 

kesanl kesamaan ltersebut, maka l dapat menimbulkanl kerugian ekonomil bagi 

pemilikl Merek lterdaftar.61  

Lebihl lanjut menurut l lO.K. lSaidin, persamaanl pada pokoknyal adalah 

kemiripanl yang disebabkanl oleh adanyal lunsur-unsur l yang sangat l terlihat 

antaral sebuah Merekl yang satul dengan yang l lain yangl bisa menimbulkanl 

                                                        
61 Ibid, hlm. 128. 
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kesan akanl adanya persamaanl dalam hall lbentuk, caral lpenempatan, caral 

penulisan ataul kombinasi antaral lunsur-unsur l ataupun persamaanl bunyi 

ucapanl yang terdapat l dalam lMerek-Merekl ltersebut. Persamaanl tersebut bisa 

juga dalam bentuk persamaan secara prinsip. Sama secara keseluruhan artinya 

meniru secara penuh suatu Merek tertentu. Contoh, memproduksil barang 

ldan/ataul jasa denganl menggunakan namal Merekl terkenal padahal perusahaan 

yang memproduksi itu bukanlah pemegang lisensi atas Merek terkenal 

tersebut.62 

 

 

                                                        
62O. K Saidin, Op. Cit, hlm. 457. 
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BAB III 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK 

TERDAFTAR BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG 

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 

A. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Merek. 

a. Asas Itikad Baik. 

Asasl Itikad Baikl dalam pendaftaranl Merek secaral tersirat dapat l dilihat 

dalaml Pasal 20 l lUndang-Undangl Nomor 20l Tahun 2016l Tentang Merekl dan 

Indikasil Geografisl (lUUMI l2016), lyaitu: “bahwal permohonan ditolak l jika 

diajukanl oleh Pemohonl yang beritikad l tidak lbaik.” lArtinya, meskipunl 

menganut sisteml pendaftaran Konstitutifl (firstl to lfile) tetapil tetap asasnyal 

memberikan perlindunganl kepada pemilik l Merek yang l beritikad lbaik. Hanyal 

permohonan pemilikl Merek yangl beritikad baikl yang dapat l diterima untukl 

ldidaftarkan. Denganl demikian makal aspek perlindunganl hukum tetapl 

diberikan kepadal mereka yang l beritikad baik l dalam melakukanl permohonan 

Merekl dan terhadapl pihak lainl yang memohonkanl pendaftaran Merekl dengan 

maksudl lmeniru, memboncengl maupun menjiplakl Merek lainl yang telahl 

terdaftar lsebelumnya, makal permohonannya dapat l dibatalkan olehl Direktorat 
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Jenderall Hak Kekayaanl Intelektuall (lDJKI) Kementerianl Hukum danl Hak 

Asasil lManusia.63 

Terminologi “meniru, membonceng ataupun menjiplak l ketenaran Merekl 

pihak lainl demi kepentinganl usahanya yangl dapat mengakibatkanl kerugian 

bagil pihak llain” dapat dicontohkan seperti misalnya Merek dagang X yang 

sudah dikenal terlebih dahulu secara umum memiliki reputasi yang baik dan 

kualitas barang yang baik ditiru sedemikian rupa oleh Merek Z sehingga 

mempunyail persamaan padal pokoknya ataul keseluruhannya denganl Merek 

lX. tindakanl Merek Zl ini dilakukanl demi kepentinganl usahanya yangl dapat 

mengakibatkanl kerugian bagil Merek lX. Dalaml contoh tersebut l sudah terjadil 

tindakan itikadil tidak baikl dari penirul karena lditidak-tidaknyal patut diketahuil 

unsur kesengajaannya l delam meniru l Merek dagang l yang sudahl dikenal 

ltersebut.64 

Mahkamahl Agung menjelaskanl lebih lanjut l perihal niat l untuk lmeniru, 

lmenjiplak, maupunl membonceng ketenaranl Merek lainl dalam beberapal 

lYurisprudensi, antaral lain Putusanl Nomor 1269l lL/Pdt/1984l tanggal 5 l Januari 

l1986, Putusanl Nomor 220l lPK/Perd/1981l tanggal 16 l Desember l1986, danl 

Putusan Nomorl 1272 lK/Pdt/1984l tanggal 15l Januari l1987. Mahkamahl 

                                                        
63 Wilson Wijaya, Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran 

Merek di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan 

Intelektual/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Jurnal Hukum Adigama, 

Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm. 14. 
64 Agus Candra Suratmaja dan Hadi Nurcahyo, Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek, 

http://ambadar.co.id/knowledge-base/itikad-tidak-baik-dalam-pndf-merek/, diakses pada tanggal 03 

Agustus 2023. 
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Agung berpendapat l bahwa pemilik l Merek beritikadl tidak baikl karena 

terbuktil telah menggunakanl Merek yangl memiliki persamaanl pada pokoknyal 

atau samal pada keseluruhannya l dengan Merekl pihak llain.65 

Penerapanl Yurisprudensi tersebut l tentunya setelahl melihat terlebih l 

dahulu apakahl Merek pihakl lain tersebut l sudah didaftarkanl terlebih dahulu l 

atau lbelum. Karena l merunut padal asas pendaftaranl Merek dil Indonesia 

merupakanl Asas Konstitutifl (firstl to lfile). Namunl pada kenyataannyal 

pemberlakuan asasl (firstl to filel ini beluml sepenuhnya ldilakukan, karenal bisa 

sajal yang terjadil adalah pemilikl Merek terlambat l mendaftarkan tetapil telah 

menggunakanl Mereknya dalaml jangka waktul yang cukupl llama. Atasl hal 

tersebut l maka berdasarkanl Pasal 76l UUMI 2016l dapat diajukanl Gugatan 

Pembatalanl lMerek, yaitu l gugatan pembatalanl diajukan kepadal Pengadilan 

Niagal terhadap pemilikl Merek terdaftarl berdasarkan alasanl sebagaimana 

dimaksud l dalam Pasall 20 ldan/ataul Pasal 21l kepada lMenteri. 

Secaral umum pengertianl itikad baik l melingkupi perbuatanl “lpenipuan” 

(lfraud), rangakaianl “lmenyesatkan” (lmisleading) orangl llain, sertal tingkah 

lakul yang mengabaikanl kewajiban hukuml demi mendapatkanl lkeuntungan. 

Ataul dapat jugal diartikan sebagail tindakan ataul perilaku yangl tidak 

dibenarkanl secara sadarl untuk mencapail suatu tujuanl yang tidak l jujur 

                                                        
65 Ifrani, Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di 

Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Volume 25 Mei 2018, hlm. 224. 
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(dishonestlyl lpurpose).66 Demikianl pula menurut l Black’sl Law Dictionaryl 

yang memberikanl definisi badl faith sebagail the oppositel of goodl lfaith, 

generallyl implying orl involving actuall or constructivel lfraud, orl a designl to 

misleadl or deceivel lanother, orl a neglectl or refusall to fulfilll some dutyl or 

somel contractual lobligation, notl prompted byl an honestl mistake asl to lone’sl 

right orl lduties, butl by somel interested or sinisterl lmotive.67 

Definisil tersebut dapat l diartikan bahwal setiap perbuatanl lpeniruan, 

lreproduksi, lmengkopi, membajakl ataupun membonceng l kemasyhuran Merekl 

milik orangl lain dianggap l sebagai perbuatanl lpemalsuan, penyesatanl atau 

memakail Merek orangl lain tanpal hakl (unauthorizedl luse) yang l secara 

harmonisasil dalam perlindunganl Merek dikualifikasikanl sebagai persainganl 

curangl (unfairl lcompetition) sertal dinyatakan sebagail perbuatan mencaril 

kekayaan secara l tidak jujurl (unjustl lenrichment).68 

J. Satrio mengemukakan pembagian asas itikad baik secara subjektif dan 

objektif yang menurutnya merupakan formula umum yang berorintasi pada 

keadaan mental berkenaan dengan ktetidakjujuran (dishonesty) dan ketulusan 

(sincerity). Tetapi dalam perkembangannya dalam bidang hukum bisnis, asas 

                                                        
66 Agus Mardianto, Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga, 

Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, Volume 10 Nomor 1, 2020, hlm. 47. 
67 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, United State of America, 2004 

dalam Ifrani, Ibid, hlm. 226. 
68 Ibid. 
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itikad baik juga dikaitkan dengan disloyalty, yaitu ketidaksetiaan dan 

ketidakpatuhan terhadap hukum.69 

b. Asas Konstitutif (First to File) 

llUndang-Undang l Merek danl Indikasi Geografis l (lUUMI) 2016l 

menerapkan asasl First Tol File dalaml pendaftaran lMerek. lArtinya, 

pendaftaranl merupakan suatul keharusan agarl dapat memperolehl hak atasl 

lMerek tanpal pendaftaran maka l tidak dapat l diberikan perlindunganl hukum 

atasl lMereknya. Sisteml pendaftaran Merekl yang sepertil ini telahl diterapkan 

dil Indonesia sejak l lUndang-Undang l Nomor 19l Tahun l1992. Padal sistem 

konstitutifl ini perlindunganl hukumnya didasarkanl atas pendaftaranl pertama 

yang l beritikad lbaik.70 

UUMI 2016 mensyaratkan permohonan pendaftaran secara tertulis 

kepada Menteri dalam BAB III Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 

sampai dengan Pasal 10 untuk pendaftaran dengan Hak Prioritas. Hal ini 

dimaksudkan agar permohonan pendaftaran Merek dapat berlangsung dengan 

tertib, karena pemeriksaan Merek tidak hanya dilakukan berdasarkan 

kelengkapan persyaratan formal saja melainkan juga dilakukan pemeriksaan 

substantif. Pemeriksaan substantif yang berlangsung dalam jangka waktu 150 

(seratus limapuluh) hari ini dimaksudkan untuk menentukan bisa atau 

                                                        
69 David E. Pozen, Constituional Bad Faith, Harvard Law Review, Volume 129 No. 4, 

February 2016, hlm. 892-893. 
70 Muhammad Ghuffran, Prinsip First to File dalam Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi 

Putusan PK Nomor: 179PK/Pdt.Sus/2012), Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 

2017, hlm. 47-48. 
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tidaknya suata Merek yang dimohonkan didaftarkan dalam Daftar Umum 

Merek. 

Asasl konstitutif denganl prinsip firstl to filel atau denganl doktrin priorl in 

temporel atau bahwal yang berhakl atau suatul Merek adalahl pihak yangl 

mendaftar Mereknya l (yangl juga dikenall dengan asasl presumption of l 

lownership) sangat l potensial untukl lmengkondisikan: 

a. Kepastianl hukum dalaml rangka mengkondisikanl siapa pemilik l 

Merek sebenarnyal yang paling l utama untukl ldilindungi; 

b. Kepastianl hukum lpembuktian, karenal hanya didasarkanl pada faktal 

pendaftaran sebagail lsatu-satunyal alat buktil lutama; 

c. Mewujudkanl dugaan hukuml siapa pemilik l Merek yang l paling 

berhakl dengan lpasti, tidakl menimbulkan kontroversil antara 

pendaftaranl pertama danl pemakai lpertama.71 

 

Asasl ini memilikil kelemahan sepertil dapat membukal peluang timbulnya l 

perbuatan pembajakanl lMerek, terutamal Merek dagang l yang dimilikil pihak 

asingl oleh pendaftarl yang beritikad l lburuk. Ditjenl HAKI beluml memberikan 

pertimbanganl alasan Merekl terkenal sebeluml adanya putusanl pengadilan 

bahwal merasa lkeberatan, mengingat l asas firstl to filel hak eksklusifl dan 

perlindunganl hukum didapat l setelah ldidaftarkan.72  

Bentuk perlindungan hukum bersifat preventif jika telah didaftarkan dan 

bisa berubah menjadi represif sebagaimana tercantumkan dalam Undang-

                                                        
71 Kholis Roisah, Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap 

Hak Atas Merek Terkenal (Asing) di Indonesia, Skripsi, Magister Hukum Universitas Diponegoro, 

Semarang, 2001, hlm. 66. 
72 Humaedi Abdurrahman, Asas First to Principal dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal 

Bensu, Jurnal Aktualita Volume 3 Nomor 1 2020, hlm. 440. 
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Undang Merek, bahwa memperdagangkan barang tiruan yang menggunakan 

Merek atau brand  terkenal dapat dikategorikan pelanggaran terhadap 

Undang-Undang Merek yang memuat sanksi pidana sesuai dengan Pasal 100 

sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 

2016.73 

c. Asas Hak Prioritas 

Hakl Prioritas dalaml perlindungan Hakl Kekayaan Intelektuall hanya 

diperuntukkanl bagi lnegara-negaral yang tergabungl dalam Parisl Convention 

ataul persetujuan pembentukanl organisasi perdaganganl ldunia. Konvensil Paris 

mengaturl mengenai prinsipl atau hak l prioritas dalaml hal lpaten, lMerek, danl 

desain industril yang sumbernyal adalah Pasall 6 bisl yang asasnyal telah 

digabungkanl dalam lTRIPs.74 

Penggunaanl hak prirotasl atas dasarl permontaan Pemohonl dalam 

pendaftaranl Merek dapat l dimohonkan dalaml jangka waktul 6l (lenam) ataul 12 

(lduabelas) lbulan, Pemohonl dapat memintal perlindungan lseolah-olahl 

didaftarkan padal hari yang l sama padal permintaan lpertama. Intil dari 

pengertianl prioritas adalahl menggunakan tanggall peneriamaan permintaanl 

pendaftaran ataul filling ldate. Artinyal hak prioritasl berkaitan denganl jangka 

waktul pendaftaran yang l memberikan anggapanl mendaftar lebihl awal daril 

                                                        
73 Ibid. 
74 Molana Alfarizi, Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal 

Konvensi Paris ke Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial, Volume 3 Nomor 1 Mei 2021, hlm. 54-55. 
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faktal yang lsesungguhnya. Hakl prioritas berdasarkanl permohonan tidak l 

terjadi denganl lsendirinya, melainkanl harus adanyal permohonan terlebihl 

ldahulu. Prioritasl dalam hall ini mempunyail pengertian menggunakanl dan 

menempatkanl tanggal peneriamaanl dianggap samal dengan tanggall 

penerimaan dil negara lasal. Dianggap l sama dalaml hal lseolah-olah, bukanl 

yang lsesungguhnya.75 

Pengaturanl mengenai Hak l Prioritas lebihl lanjut dapat l dilihat dalaml Pasal 

9l dan Pasall 10 UUMIl l2016. Dalaml lPasal-pasall ini dinyatakanl bahwa 

permohonanl dengan menggunakanl Hak Prioritasl harud diajukanl dalam 

jangkal waktu palingl lama 6l (lenam) bulanl terhitung sejakl tanggal 

peneriamaanl permohonan pendaftaranl Merek yangl pertama kalil diterima dil 

negara lainl yang merupakanl anggota Konvensil Paris tentangl Perlindungan 

Kekayaanl Industril (Parisl Convention forl The Protectionl of Industriall 

lProperty) ataul anggota Persetujuanl Pembentukan Organisasil Perdagangan 

Dunial (Agreementl Establishing of l The Worldl Trade lOrganization). Selainl 

haru memenuhil ketentuan sebagaimana ll ldimaksud, Permohonanl dengan 

menggunakanl Hak Prioritasl wajib dilengkapil dengan buktil penerimaan 

permohonanl pendaftaran Merekl yang pertamal kali menimbulkanl Hak 

Prioritasl ltersebut. Jikal ketentuan tersebut l tidak dipenuhil dalam jangkal waktu 

palingl lama 3 l (ltiga) bulanl setelah berakhirnya l hak mengajukanl permohonan 

                                                        
75 Ibid. 
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denganl menggunakan Hakl lPrioritas, maka l permohonan tersebut l tetap 

diprosesl tanpa menggunakanl Hak lPrioritas.76 

d. Asas Persamaan Pada Pokoknya 

Pada dasarnya, sebuah Merek haruslah mempunyai hak khusus yang 

digunakan untuk dapat dibedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis milik 

orang lain. Hak khusus untuk memakai suatu Merek tidak mempunyai batasan 

hakl untuk memakail Merek yang l digunakan untukl membedakan lbarang-

barangnyal lsaja, namunl juga meliputil semua lMerek-Merekl yang samal pada 

unsur l pokoknya denganl Merek yang l ldigunakan.77 

Penjelasanl Pasal 21 l ayat l (l1) UUMIl 2016 memberil artian mengenail 

unsur persamaanl pada lpokoknya, yaitul kemiripan yang l disebabkan karena l 

adanya suatul unsur yang l dominan antaral Merek yang l satu denganl Merek 

yang l lain sehinggal menimbulkan kesanl adanya lpersamaan, baikl mengenai 

lbentuk, caral lpenempatan, caral lpenulisan, ataul kombinasi antaral lunsur, 

maupunl persamaan bunyil lucapan, yang l terdapat dalaml Merek ltersebut.78 

Penjelasanl lebih lanjut l mengenai persamaanl pada pokoknya l dari Pasall 

21 ayat l (l1) UUMIl 2016 antaral llain: 

a. Persamaanl bentuk maksudnyal adalah wujud l atau tampilanl visual daril 

suatu Merekl yang manal merupakan suatul unsur ldominan. Jikal ada 

Merekl yang memilikil bentuk yangl lsama, maka l dapat ditolak l 

                                                        
76 Ibid. 
77 Sudargo Gautama, OP,Cit, hlm. 99. 
78 Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 
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pendaftaran Mereknyal apabila memilikil kelas barangl ldan/ataul jasa 

yangl lsejenis. 

b. Caral pemenpatan adalahl tata lpeletakaan, formatnya l atau susunanl 

posisi memilikil unsur yang l sama ataul mirip daril lunsur-unsurl yang 

ldominan. 

c. Persamaanl penulisan adalahl cara penempatanl tanda lbaca, lspasi, hurufl 

capital danl jenis hurufl yang digunakanl lmirip. Adapunl persamaan 

padal pokoknya dapat l ditemukan berupal jenis hurufl atau spasil yang 

jugal digunakan pada l Merek pihak l llain. 

d. Persamaanl bunyi adalahl pelafalan ataul cara pengucapannyal sama 

denganl Merek lainl yang telahl terdaftar untukl kelas barangl ldan/ataul 

ljasa lsejenis.79 

 

Jikal adanya suatul unsur yang l menyebabkan ataul menimbulkan 

kemiripanl Merek denganl Merek milik l pihak lainl yang telahl terdaftar terlebihl 

ldahulu, sepertil adanya kesamaanl tampilan lgambar, lhuruf, susunanl warna 

lMerek, makal dapat menimbulkanl kebingungan danl dapat menyesatkanl 

lkonsumen. Selainl itu hall tersebut juga l dapat merugikanl pihak yangl 

Mereknya ditiru l karena adanyal pelanggaran Merekl dagang denganl tujuan 

mendapatkanl keuntungan pribadil secara tidak l jujur denganl memanfaatkan 

Merekl milik pihakl llain.80 

 

  

                                                        
79 Vira Adryani dan Christine S.T. Kansil, Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap 

Pengaturan Prinsip Persamaan pada Pokoknya yang Diajukan dengan Itikad Tidak Baik (Studi 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt-Sus.HKI/2017), Jurnal Hukum Adigama Volume 3 

Nomor 2 Desember 2020, hlm. 883. 
80 Ibid, hlm. 884. 
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B. Akibat Hukum atas Terjadinya Pemakaian Merek Terdaftar yang 

Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya. 

Pelanggaran terhadap Merek terdaftar biasanya dilakukan untuk mendapatkan 

keuntungan secara mudah, yaitu dengan melakukan peniruan atau memalsukan 

Merek-Merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan sudah memiliki nama dan 

reputasi di masyarakat. Dalam Undang-Undang Merek 2016 telah dicantumkan 

mengenai sanksi perdata maupun pidana atas terjadinya pelanggaran atas Merek 

terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya. 

Sebelumnya telah dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek 

2016 bahwa Menteri dapat menolak permohonan atas pendaftaran suatu Merek jika 

Merek yang akan didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan 

Merek yang telah terdaftar sebelumnya. Poin lain yang terdapat dalam Undang-

Undang Merek 2016 adalah terkait gugatan yang dapat dilakukan oleh Merek yang 

dinyatakanl terkenal ataul tidak melaluil putusan lPengadilan. Sehinggal setelah 

dinyatakanl bahwa suatul Merek adalahl Merek terkenall maka pemiliknyal dapat 

mengajukanll gugatan terhadapl pihak yang l tanpa hak l dan denganl sengaja 

menggunakanl Merek yang l mempunyai persamaanl pada pokoknyal atau 

keseluruhannyal untuk barang l ldan/ataul jasa yang l lsejenis.81 

Penegakan hukum pidana bagi pelaku pelanggaran Merek erat kaitannya dengan 

pelindungan Merek berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Merek 2016, yaitu: 

                                                        
81 Ibrahim Nainggolan, Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek yang 

Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid.Sus/2015), Jurnal EduTech 

Volume 5 Nomor 1 Maret 2019, hlm. 26. 
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(1) Merekl terdaftar mendapat l pelindungan hukuml untuk jangkal waktu 10l 

(lsepuluh) tahunl sejak tanggall lpenerimaan. 

(2) Jangkal waktu pelindunganl sebagaimana dimaksudl pada ayat l (l1) dapat l 

diperpanjang untukl jangka waktul yang lsama. 

(3) Permohonanl perpenjangan sebagaimana l di maksudl pada ayat l (l2) diajukanl 

secara lnon-elektronikl dalam Bahasal Indonesia olehl pemilik Merekl atau 

Kuasanyal dalam jangka l waktu 6l (lenam) bulanl sebelum berakhirnyal jangka 

waktul pelindungan bagil Merek terdaftarl tersebut denganl dikenai lbiaya. 

(4) Permohonanl perpanjangan sebagaimana l dimaksud padal ayat l (l2) masihl dapat 

diajukanl dalam jangka l waktu palingl lama 6l (lenam) bulanl setelah 

berakhirnyal jangka waktul Merek terdaftarl tersebut denganl dikenai biaya l dan 

dendal sebesar biaya l lperpanjangan. 

   

Articlel 61 lTRIPs Agreementl telah menetapkanl prosedur pidana l (criminall 

lprocedure) untukl diterapkan padal tindakan pelanggaranl lsubstansial peraturanl Hak 

Kekayaanl Intelektual yangl mewajibkan bagil lnegara-negaral anggota untukl 

menyediakan prosedurl pidana danl hukuman yangl diberlakukan lsetidak-tidaknyal 

dalam kasusl pelanggaran Merek l atau pembajakanl Hak Ciptal yang dilakukanl untuk 

memberikanl kepentingan komersiall bagi lpelakunya. Disamping l itu jugal TRIPs 

Agreementl juga mewajibkanl kepada lnegara-negaral anggota untukl menyediakan 

perangkat l pidana dalaml kasus Hakl Kekayaan Intelektuall lainnya yang l dilakukan 

denganl sengaja untukl keperluan lkomersialisasi.82 

Berdasarkan pada hal itulah maka Undang-Undang Merek 2016 juga 

menyediakanl perangkat ketentuanl hukum pidanal yang tujuannyal untuk melindungil 

pemilik Merekl dan konsumenl dari perbuatanl curang pelanggaranl Merek yang l 

bertujuan mengambil keuntungan di atas kerugian pemilik Merek. Akibat hukum 

                                                        
82 Erik Dwi Putra, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terhadap 

Plagiarisme Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

Jurnal Lex Privatum Volume VI Nomor 10 Desember 2018, hlm. 198-199. 
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atas pemakaian Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dalam pidana 

adalah dikenakannya sanksi pidana sesuai Pasal 100 ayat (1), (2), dan (3) Undang-

Undang Merek 2016 dan disebutkan pula dalam Pasal 103 bahwa tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik 

aduan. Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian 

pelindungan hukum bagi pemilik Merek yang sah. 

 

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Terdaftar 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 

Pertanggungjawabanl pidana mengandungl artian bahwal setiap orangl yang 

melakukanl tindak pidanal atau melawanl hukum sebagaimanal telah dirumuskanl 

dalam lUndang-Undangl maka orangl tersebut harusl mempertanggungjawabkan 

perbuatannyal sesuai denganl lkesalahannya.83 Moeljatno l berpendapat bahwa l orang 

yangl melakukan perbuatanl pidana akanl mempertanggungjawabkan perbuatanl 

tersebut denganl pidana apabila l ia mempunyail kesalahan yangl dilihat daril segi 

masyarakat l menunjukkan pandanganl normatif mengenail kesalahan yang l telah 

dilakukanl orang ltersebut.84 

                                                        
83 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan 

Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13. 
84 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina 

Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 41. 
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Roeslanl Saleh mempunyail pandangan sendiril akan pertanggungjawabanl lpidana, 

yaitul diteruskannya celaanl yang objektifl yang adal pada perbuatanl pidana danl 

secara subjektifl memenuhi syarat l untuk dapat l dipidana karenel perbuatannya litu. 

Celaanl objektif artinya l bahwa perbuatanl yang dilakukanl oleh seseorangl memang 

merupakanl suatu perbuatanl yang ldilarang. Indikatorl suatu perbuatanl dikatang 

sebagail perbuatan yang l dilarang adalahl perbuatan tersebut l melawan lhukum, baik l 

hukum formill maupun hukuml lmateriil. Danl celaan subjektifl diartikan Roeslanl 

Saleh dalaml menunjuk kepadal orang yang l melakukan perbuatanl yang dilarang l 

ltersebut.85 

Pertanggungjawaban pidana merujuk kepadal pemidanaan pelakul dengan 

maksudl untuk menentukanl apakah seorangl terdakwa ataul tersangka 

dipertanggungjawabkanl atau terjadinya l suatu tindak l pidana ataul ltidak. lUnsur-

unsur l pertanggungjawaban pidana l dapat dilihat l sebagai lberikut: 

a. Adanya suatu tindak pidana; 

Unsur ini merupakan unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana 

karena merujuk pada asas legalitas dalam KUHP, yaitu seseorang tidak dapat 

dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan yang 

dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Asas 

nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, atau tidak ada pidana 

tanpa aturan yang mengatur mengenai larangan tersebut.86 

                                                        
85 Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Ibid. 
86 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 25. 
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Adapun tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 

204/Pid.Sus/2021/PT.DKI JKT yang diangkat dalam penelitian ini adalah, 

tindakan pelanggaran Merek yang mempunya persamaan pada pokoknya 

berupa pemakaian Merek terdaftar milik pihak lain dengan tanpa izin, yaitu 

meniru atau memalsukan Merek Gillette dan menjualnya dibawah harga 

pasar, sehingga menimbulkan keuntungan pribadi dan kerugian ekonomi bagi 

pemilik Merek asli. 

b. Kesalahan. 

Kesalahan atau schuld dalam KUHP diartikan secara sempit sebagai 

kealpaan sebagaimana dilihat dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.87 Unsur 

kesalahan merupakan unsur yang utama dalam pertanggungjawabanl lpidana, 

karenal perbuatan pidana l hanya menunjukkanl kepada apakahl perbuatan 

tersebut l melawan hukuml atau dilarangl hukum tergantung l dari apakahl 

seseorang yang l melakukan perbuatanl pidana tersebut l memiliki unsurl 

kesalahan ataul ltidak.  

Adapun yang dikategorikan kasalahan berdasarkan Putusan Nomor 

204/Pid.Sus/2021/PT.DKI JKT yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

mengacu padal Pasal l254-256l lKUHPidana. Pemalsuanl Merek dalaml 

KUHPidana terdiril dari membubuhil cap-negaral yang palsul atau tandal asli 

yang l diperintahkan olehl lUndang-Undangl palsu padal barang emasl atau lperak, 

membubuhil tanda teral palsu padal barang yang l wajib lditera, danl membubuhi 

                                                        
87 Ibid. 
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capl lain daripadal tersebut yang l dalam Pasall 254 danl 255 padal barang ataul 

pembukuannya denganl maksud memakail atau menyuruhl orang lainl untuk 

memakail barang tersebut l lseolah-olahl barang itul asli danl tidak ldipalsukan.88 

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system erat kaitannya dengan 

pemidanaan (punishment) dan juga memiliki hubungan pertanggungjawaban dengan 

masyarakat dalam kaitannya sebagai fungsi control sosial sehingga tindak pidana 

tidak terjadi lagi dalam masyarakat. Pertanggungjawaban dalam common law 

system juga erat kaitannya dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana 

berlandaskan oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (a 

guilty mind). Guilty mind mempunyai artian sebagai suatu kesalahan yang subjektif, 

artinya seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki 

pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab. Adanya 

pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pembuat, maka pembuat 

pidana tersebut harus dipidana. Sedangkan tidak adanya pikian yang salah (no guilty 

mind) mempunyai artian tidak ada pertanggungjawaban pidana yang berakibat pada 

tidak dipidananya pembuat. 89 

Hukum Pidana dalam Pasal 256 KUHP menyebutkan ancaman pidana untuk 

tindak pidana atas merek yang berbunyi: 

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun:  

                                                        
88 Rachmat Eka Purnama, Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan Merek 

Dagang di Kota Makassar, Indonesia Journal of Legality of Law, Volume 5 Nomor 1, Desember 2022, 

hlm. 161-162. 
89 Ibid. 
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(1) Barangl siapa membubuhil merek lainl yang daripadal tersebut dalaml Pasal 254l dan 

l255, yang l menurut ketentuanl Undang-Undang l harus ataul boleh dibubuhil pada 

barangl atau bungkusnya l secara palsul pada barangl atau bungkusl ltersebut, denganl 

maksud untukl memakai ataul menyuruh orangl lain memakail barang itul seolah-olahl 

mereknya aslil dan tidakl lpalsu; 

(2) Barangl siapa yangl dengan maksudl yang samal membubuhi merek l pada barang l atau 

bungkusnyal dengan memakail cap yangl asli secaral melawan lhukum; 

(3) Barangl siapa memakail merek yangl asli untukl barang ataul lbungkusnya, padahall 

merek itul bukan barang l atau bungkusnyal litu, denganl maksud untukl memakai ataul 

menyuruh orangl lain memakail barang itul lseolah-olahl merek tersebut l ditentukan 

untukl barang litu.” 

 

Didaftarkannya suatu Merekl secara yuridisl telah membuat l pemilik Merekl 

memperoleh pelindunganl hukum atasl Merek yangl didaftarkan ltersebut. 

Pelindunganl hukum yangl dimaksud adalahl dengan meletakkanl hak kepemilikanl 

yang sahl bagi pihak l yang mendaftarkanl Merek tersebut l pada Direktorat l Jenderal 

Hakl Kekayaan Intelektuall (lDJKI) Kementerianl Hukum danl Hak Asasil lManusia. 

Artinya negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek terdaftar dalam 

Daftar Umum Merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu menggunakan Merek 

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.90 

Dalam TRIPs yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia sekalipun hak atas 

Merekl terdaftar mempunyail hak eksklusifl untuk melarangl pihak ketigal tanpa izinl 

dan sepengetahuanl pemilik Merekl terdaftar tersebut l untuk memakail Merek yang l 

sama untukl barang ldan/ataul jasa yang l telah didaftarkanl lebih ldahulu, namun hal  

                                                        
90 Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
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tersebut bukan merupakan jaminan bagi pemilik Merek terdaftar terhindar dari 

pemalsuan.91 

 

 

                                                        
91 Alimuddin Sinurat, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, USU Law Journal Vol.2 No.2, 

September 2014, hlm. 12. 
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BAB IV 

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA 

PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR DALAM PUTUSAN NO. 

204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT  

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT 

Kasus pemalsuan merek yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan putusan nomor 204/Pid.Sus/2021/PT. DKI JKT atas sengketa 

pemalsuaan, memperbanyak, dan memperdagangkan merek  Gillette Go Blue II 

Plus, Gillette Blue II Plus, dan Gillette Goal yang tidak sesuai dengan Merek 

terdaftar milik pihak lain, yaitu The Gillette Company LLC. 

Terdakwa TIA KAUW alias TINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindakan pidana “Tanpa Hak menggunakan Merek yang sama 

pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis 

yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 100 

ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Pasal yang dilanggar: Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis, yang berbunyi: 

“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai 

persamaan apda pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang 

dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” 
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Terdakwa menjual pisau cukur dengan menggunakan merk Gillette Go Blue II 

Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang ditemukan dari hasil 

penggeledahan ditemukan barang bukti pisau cukur/alat cukur dengan 

menggunakan Merek Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette 

GOAL yang tidak dilengkapi ijin/persetujuan dari pemilik Merk GillettGo Blue II 

Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang sah terdaftar pada Ditjen HKI 

Kemenkum dan HAM RI atas nama GILLETTE COMPANY LLC. Secara sekilas 

barang tersebut tampak persamaan. Terdakwa telah menjual pisau cukur palsu 

tersebut sejak tahun 2017 mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 51.000.000,- (lima 

puluh satu juta rupiah) karena terdakwa menjual barang tersebut dengan harga yang 

jauh dengan harga asli Merek Gillette. 

Terdakwa memperdagangkan dengan menggunakan merk GillettGo Blue II Plus, 

Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang mempunyai persamaan dengan merek 

terdaftar milik pihak lain dan tanda yang mempunyai persamaan dengan indikasi 

Geografis milik pihak lain dengan tanpa ijin Lisensi (pemegang Merek) dengan 

Merek terdaftar atau milik pihak lain yakni The Gillette Company. Perbuatan 

terdakwa ini menimbulkan kerugian secara materiil dan immateril pemegang Merek 

yakni THE GILLETTE COMPANY LLC. 

Bahwa Perbuatan terdakwa TIA KAUW Alias TINO adalah merupakan Tindak 

Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102 Undang-undang Nomor 

20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi Bahwa semua unsur dakwaan, 
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yaitu “dengan sengaja, tanpa hak, dan menggunakan Merek yang sama” telah 

terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai 

persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang 

sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Berdasarkan uraian diatas, terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan 

dakwaan sebagai berikut:  

1. Menyatakan terdakwa Tia Kauw alias Tino telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan “dengan tanpa hak menggunakan 

Merek yang memounyai persamaan pada pokoknya dengan Merek 

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya yang 

diproduksi dan/atau diperdagangkan” dalam daksawaan Primair Pasal 

100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tia Kauw alias Tino dengan 

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada 

dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan; 
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3. Menyatakan barang bukti berupa: 

a. 11 (sebelas) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek 

Gillette Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak; 

b. 30 (tiga puluh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek 

Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak; 

c. 47 (empat puluh tujuh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan 

Merek Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak; 

Dirampas untuk dimusnahkan 

a. 4 (empat) lembar dokumen rekapitulasi penjualan tanggal 01-01-

2020 s/d 31-01-2020; 

b. 2 (dua) lembar rekapitulasi pembelian tanggal 01-12-2019 s/d 31-12-

2019 dan 01-01-2020 s/d 31-12-2020; 

c. 1 (satu) bundel data customer; 

d. 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan surat jalan tertanggal 30 Januari 

2020 yang ditujukan kepada Erwin Makmur Medan; 

e. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 19 Desember 2019 yang 

ditujukan kepada Dayat/M/ Irul; 

f. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 05 Desember 2019 yang 

ditujukan kepada Dayat/M/ Irul; 

g. 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 23 Januari 2020 yang ditujukan 

kepada Chandra. 
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Tetap Terlampir dalam bekas perkara; 

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- 

(dua ribu rupiah). 

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pemalsuan 

Merek Terdaftar dalam Putusan  Nomor 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan Nomor 

1619/Pid.Sus/2020/P N Jkt.Brt tanggal 4 Mei 2021, memutuskan yang amarnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa Tia Kauw alias Tino terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak 

menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek 

terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi atau 

diperdagangkan.” 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tia Kauw alias Tino ileh karena 

itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan 

pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan 

ketentuan: apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa 

maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu bulan); 

3. Memerintahkan agar terdakwa tersebut ditahan; 

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa: 
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a. 11 (sebelas) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek 

Gillette Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak; 

b. 30 (tiga puluh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek 

Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak; 

c. 47 (empat puluh tujuh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan 

Merek Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak; 

Dirampas untuk dimusnahkan 

d. 4 (empat) lembar dokumen rekapitulasi penjualan tanggal 01-01-2020 

s/d 31-01-2020; 

e. 2 (dua) lembar rekapitulasi pembelian tanggal 01-12-2019 s/d 31-12-

2019 dan 01-01-2020 s/d 31-12-2020; 

f. 1 (satu) bundel data customer; 

g. 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan surat jalan tertanggal 30 Januari 

2020 yang ditujukan kepada Erwin Makmur Medan; 

h. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 19 Desember 2019 yang 

ditujukan kepada Dayat/M/ Irul; 

i. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 05 Desember 2019 yang 

ditujukan kepada Dayat/M/ Irul; 

j. 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 23 Januari 2020 yang ditujukan 

kepada Chandra. 

Tetap Terlampir dalam bekas perkara; 
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5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sejumlah Rp. 

5.000,- (lima ribu rupiah). 

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, terdakwa mengajukan 

banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mana yang dimintakan banding 

tersebut sekesar mengenai status penahanan terdakwa, sehingga amar putusan 

selengjapnya sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa Tia Kauw alias Tino terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak 

menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek 

terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi atau 

diperdagangkan.” 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tia Kauw alias Tino ileh karena 

itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan 

pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan 

ketentuan: apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa 

maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu bulan); 

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa: 

a. 11 (sebelas) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek 

Gillette Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak; 

b. 30 (tiga puluh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek 

Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak; 
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c. 47 (empat puluh tujuh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan 

Merek Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak; 

Dirampas untuk dimusnahkan 

a. 4 (empat) lembar dokumen rekapitulasi penjualan tanggal 01-01-

2020 s/d 31-01-2020; 

b. 2 (dua) lembar rekapitulasi pembelian tanggal 01-12-2019 s/d 31-12-

2019 dan 01-01-2020 s/d 31-12-2020; 

c. 1 (satu) bundel data customer; 

d. 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan surat jalan tertanggal 30 Januari 

2020 yang ditujukan kepada Erwin Makmur Medan; 

e. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 19 Desember 2019 yang 

ditujukan kepada Dayat/M/ Irul; 

f. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 05 Desember 2019 yang 

ditujukan kepada Dayat/M/ Irul; 

g. 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 23 Januari 2020 yang ditujukan 

kepada Chandra. 

Tetap Terlampir dalam bekas perkara; 

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sejumlah Rp. 

5.000,- (lima ribu rupiah). 
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C. Analisis Hukum dan Kendala Majelis Hakim dalam Memutus Perkara 

Putusan  Nomor 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT 

Berdasarkan uraian kasus posisi diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan 

Tinggi DKI Jakarta dalam memutus dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu 

menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang 

diproduksi dan diperdagangkan.” dirasa sudah tepat dan benar berdasarkan kaidah 

hukum yang berlaku saat ini. 

Putusan Hakim ini sudah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu 

mengenai sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif (Negatief Wettelijk 

Stelsel), yaitu pada dasarnya dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa 

apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat 

bukti yang sah menurut Undang-Undang sekaligus keterbuktian kesalahan tadi 

diiringi dengan keyakinan Hakim. Selanjutnya dalam memutus perkara ini, Hakim 

juga merujuk pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mana isinya adalah 

mensyaratkan Majelis Hakim dalam bermusyawarah untuk menjatuhkan   putusan 

dengan memperhatikan 2 (dua) hal yaitu Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum 

dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. 

Undang-Undang Merek telah menetukan dalam Pasal 99 ayat (1) bahwasanya 

dalam hal terjadi pelanggaran atas Merek maka selain pejabat penyidik Kepolisian 
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Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeseri sipil tertentu di 

lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana Merek. 

Lebih lanjut dalam Pasal 99 ayat (2), penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) berwenang untuk melakukan: 

a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan 

tindak pidana di bidang Merek; 

b. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di 

bidang Merek; 

c. Permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan 

tindak pidana di bidang Merek; 

d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang Merek; 

e. Penggeledahan dan pemriksaan di tempat yang diduga terdapat barang 

bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan 

tindak pidana di bidang Merek; 

f. Penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat 

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; 
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g. Permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang Merek; 

h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, 

penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap 

pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan 

i. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak 

pidana di bidang Merek. 

Penegasan penggunaan prinsip persamaan pada pokoknya dalam pasal tersebut 

sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/K R/1973 tanggal 16 

Desember 1976 yang pada intinya adalah bahwa putusan  pengadilan harus 

berdasarkan pada tuduhan.  Hal ini sejala dengan tujuan dan guna Surat Dakwaan 

sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Dalam 

memeriksa suatu perkara, seorang Hakim tidak boleh menyimpang dari apa yang 

dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan. Seorang terdakwa 

yang dihadapkan dalam sidang pengadilan hanya dapat dijatuhkan hukuman karena 

telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan Jaksa Penuntut 

Umum dalam Surat Dakwaan. 

Putusan ini juga diperkuat berdasarkan uraian Jaksa Penuntut Umum yang 

menyebutkan bahwa sekitar tahun 2017, terdakwa menjalankan bidang usahanya  

tanpa adanya legalitas dalam menjual pisau cukur dengan menggunakan Merek 

Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette Goal yang tidak sesuai 
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dengan Merek terdaftar milik pihak lain, yaitu The Gillette Company LLC , selaku 

pemilik Merek Gillette dan Blu II yang sah dan terdaftar pada Direktorat Merek 

Direktorat Jenderal HAKI Kemenkumham RI. 

Pelindungan hukum terhadap Merek terdaftar ini telah disebutkan dalam Pasal 35 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

mengatur mengenai jangka waktu pelindungan Merek yaitu selama 10 (sepuluh) 

tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang. Atas dasar 

inilah maka Merek terdaftar atas nama Merek Gillette dan Blue II tetap dan harus 

mendapatkan pelindungan hukum di Indonesia terhadap segala jenis pelanggaran 

Merek oleh siapa pun sepanjang sertifikat Mereknya masih berlaku.  

Didaftarkannya suatu Merek secara yuridis telah membuat pemilik Merek 

memperoleh pelindungan hukum atas Merek yang didaftarkan tersebut. Pelindungan 

hukum yang dimaksud adalah dengan meletakkan hak kepemilikan yang sah bagi 

pihak yang mendaftarkan Merek tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya negara 

memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek terdaftar dalam Daftar Umum 

Merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu menggunakan Merek tersebut atau 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

Putusan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa terdakwa telah secara sah dan 

terbukti melakukan pelanggaran Merek sebagai bentuk pelindungan hukum atas 



80 

 

 

Merek terdaftar tersebut sudah sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Merek 2016, 

yaitu: 

(1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. 

(2) Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 

(3) Permohonan perpenjangan sebagaimana di aksud pada ayat (2) 

diajukan secara non-elektronik dalam Bahasa Indonesia oleh pemilik 

Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum 

berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi Merek terdaftar tersebut 

dengan dikenai biaya. 

(4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih 

dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah 

berakhirnya jangka waktu Merek terdaftar tersebut dengan dikenai 

biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. 

 

  Jika dilihat lebih jelas dalam rumusan Pasal 100 ayat (2) tersebut maka terdapat 

unsur-unsur pidana sebagai berikut: 

a. Melawan hukum; tanpa hak. 

b. Perbuatan: menggunakan. 

c. Objek: Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek 

terdaftar milik ;ihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang 

diproduksi dan/atau diperdagangkan. 

 

Dalam fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri 

ditemukan bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dan hak atas penggunaan 

Merek Gillette dan Blue II, sehingga dalam hal ini unsur melawan hukum terpenuhi. 

Selain itu juga unsur objek dalam Pasal 100 ayat (2) juga terpenuhi, yaitu Merek yang 

memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain yang 

mempunyai kemiripan dengan adanya unsur-unsur yang menonjol yang dapat 
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menimbulkan kesan adanya persamaan dalam bentuk, cara penempatan, cara 

penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat 

pada kedua Merek tersebut. Dengan adanya kesan kesamaan tersebut, maka dapat 

menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik Merek terdaftar. 

Kerugian ekonomi yang dimaksud sebagaimana telah diuraikan dalam 

persidangan, yang mana terdakwa telah memperdagangkan pisau cukur tiruan Merek 

Gillette dan Blue II sejak tahun 2017 kepada pedagang grosir di wilayah Sumatera. 

Keuntungan dari hasil penjualan pisau cukur Merek GilletteGo Blue II Plus, Gillette 

Blue II Plus dan Gillette Goal yang dilakukan terdakwa adalah sebesar Rp. 2.000 

(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per lembar, sehingga 

total keuntungan adalah sebesar Rp. 51.000.000,0 (lima puluh satu juta rupiah). 

Sehingga jelaslah bahwa terdakwa sejak tahun 2017 telah memperdagangkan dan 

menggunakan Merek GilletteGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette Goal 

yang mempunyai persamaan dengan Merek terdaftar milik pihak lain dan tanda yang 

mempunyau persamaan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain dengan tanpa izin 

Lisensi dari pemegang Merek terdaftar atau milik pihak lain, yakti milik The Gillette 

Company. 

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

memamg tidak disebutkan barang bukti sebagai alat bukti, tetapi barang bukti dapat 

digunakan untuk menambah bahan dalam hal membentuk alat bukti petunjuk bagi 

Hakim dalam rangka membentuk keyakinannya tentang apakah terdakwa bersalah 
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atau tidak dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan. Mahkamah Agung telah 

memberikan petunjuk bahwa meskipun barang bukti dan alat bukti adalah dua hal 

yang berbeda, tetapi barang bukti dapat dimasukkan dalam alat bukti petunjuk yang 

diperoleh dari keterangan saksi ataupun dari keterangan terdakwa.92 

Menurut Pasal 183 KUHAP, barang bukti mempunyai fungsi sebagai fakta/bukti 

(isi dari barang bukti) yang dalam hubungannya dapat memperkuat dalam hal Hakim 

membentuk 3 (tiga) keyakinan, yaitu: 

1. Keyakinan akan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan; 

2. Keyakinan bahwa terdakwa yang melakukannya; 

3. Keyakinan bahwa terdakwa telah beralah dalam melakukan tindak pidana. 

  Ketiga keyakinan tersebut bersifat kumulatif yang mana adalah sebagai syarat 

subjektif yang harus dipenuhi sebelum dapat menjatuhkan pidana.93 

Terminologi “meniru, membonceng ataupun menjiplak ketenaran Merek pihak 

lain demi kepentingan usahanya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak 

lain”. Mahkamah Agung menjelaskan lebih lanjut perihal niat untuk meniru, 

menjiplak, maupun membonceng ketenaran Merek lain dalam beberapa 

Yurisprudensi, antara lain Putusan Nomor 1269 L/Pdt/1984 tanggal 5 Januari 1986, 

Putusan Nomor 220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986, dan Putusan Nomor 

1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987. Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

pemilik Merek beritikad tidak baik karena terbukti telah menggunakan Merek yang 

                                                        
92 Mangasa Sidabutar, Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum, 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 69. 
93 Ibid. 
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memiliki persamaan pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merek 

pihak lain. 

Adapun kendala Majelis Hakim dalam memutus perkara pelanggaran Merek 

adalah dalam menentukan ada tidaknya itikad tidak baik didalamnya.  Secara umum 

pengertian itikad tidak baik melingkupi perbuatan “penipuan” (fraud), rangkaian 

“menyesatkan” (misleading) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan 

kewajiban hukum demi mendapatkan keuntungan. Atau dapat juga diartikan sebagai 

tindakan atau perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu 

tujuan yang tidak jujur (dishonestly purpose). Merek Gillette Blue milik terdakwa 

jelas menyesatkan pihak lain karena adanya persamaan Merek dengan Merek Gillette 

Blue yang asli.  

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) menjelaskan bahwa “Pemohon yang beritikad tidak 

baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki 

niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan 

usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, 

atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, 

lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau 

Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru 

sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan pada 

keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut.94 

                                                        
94 Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 
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Itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diartikan sebagai suatu 

tindakan yang sengaja dilakukan oleh pihak lain dengan meniru merek orang lain 

yang telah terdaftar sebelumnya. Apabila pelaku usaha lainnya menunjukan itikad 

tidak baik saat pendaftaran merek maka harus ditolak pendaftarannya karena akan 

berdampak atau mengarah pada perbuatan curang pada suatu usaha. Dalam prinsip 

pendaftaran merek di Indonesia, tidak dibenarkan adanya suatu perbuatan curang 

yang menggunakan merek orang lain dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik 

dalam pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Perbuatan meniru merek yang terlebih dahulu sudah ada dan merek 

tersebut sudah mempunyai nama baik di kalangan konsumen; 

b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan sebanyakbanyaknya tanpa 

memperhatikan kerugian pelaku usaha yang telah mendaftarkan 

mereknya; 

c. Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik sudah tergolong ke 

dalam perbuatan melawan hukum, karena di dalam Undang-Undang 

Merek dan Indikasi Geografi tidak diperbolehkan suatu merek di 

daftarkan dengan menggunakan itikad tidak baik.95 

 

Penerapan unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai 

alasan penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dan bertujuan untuk mengetahui adanya 

penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu penolakan 

pendataran merek. Alasan terjadinya suatu penolakan pendaftaran merek yang 

                                                        
95 https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/53301/31540/, diakses pada 

hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, pukul 21.49 WIB. 
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didasarkan oleh persamaan pada pokoknya sama dengan dibuktikan pada itikad tidak 

baik dalam suatu penolakan saat merek ingin di daftarkan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap kejahatan Merek 

diatur dalam Pasal 100, 102 dan 103. Adapun yang termasuk dalam 

pelanggaran Merek antara lain praktik peniruan Merek dagang, praktik 

pemalsuan Merek dagang, perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan 

publik berkenaan dengan sifat dan asal usul Merek. 

2. Pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran terhadap Merek terdaftar 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis adalah dengan pemidanaan yang bertujuan untuk 

mencegah tindak pidana yang sama dengan cara menegakkan norma hukum 

dalam rangka pengayoman masyarakat, memulihkan keseimbangan, dan 

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 

3. Analisis hukum putusan Majelis Hakim yang memutus bahwa terdakwa 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa 

hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis 

yang diproduksi dan diperdagangkan dalam Putusan Nomor 

204/Pid.Sus/2021/PT. DKI JKT sudah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 
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183 KUHAP dan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dan ketentuan Pasal 100 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran terhadap Merek 

terdaftar adalah dengan diberikannya sanksi pidana penjara sesuai ketentuan 

Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis kepada terdakwa pelanggaran Merek.  

B. Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Seharusnya tindak pidana atas pelanggaran Merek terdaftar berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hendaknya lebih menerapkan 

unsur persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya 

sebagai indikator penting dalam pemeriksaan perkara dan penjatuhan 

putusan atas suatu tindak pidana pelanggaran Merek. Hal ini 

dimaksudkan agar pelanggaran Merek terdaftar, baik pelanggaran yang 

memiliki persamaan pada pokoknya maupun yang memiliki persamaan 

pada keseluruhannya, dapat dihindari di kemudian hari. 

2. Seharusnya pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 

204/Pid.Sus/2021/PT. DKI JKT yang diputus oleh Majelis Hakim, selain 

berdasarkan karakteristik tindak pidana yang dilakukan, juga berdasarkan 

kerugian yang ditimbulkan. Sehingga nantinya putusan ini akan 
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bermaanfaat dan memberikan kepastian hukum kepada korban dan pelaku 

usaha, maupun Pemegang Merek terdaftar lainnya. 

3. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan 

Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT. DKI JKT, hendaknya tidak jauh dari apa 

yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dimaksudkan agar 

memberikan keadilan dan pelindungan bagi pemilik Merek terdaftar dan 

pelanggaran-pelanggaran atas Merek tidak terjadi lagi di kemudian hari, 

baik secara pidana maupun perdata.  
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